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MOTTO 
 
 
…اًربَو  ْ ُي  ِ َْ  َ  ْ ُي َُ َْو  اُوق اُوىَمآ  َه  ِلَّاا بَهُّ َ  بَ   
 
Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka…” 
 
(Q.S. At – Tahrim 28 : 6)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 1 Departemen  Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an dan terjemahannya, Bandung : Gema 
Risalah Press. 2016. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
  Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 
dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :  
1. Konsonan   
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda 
dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab 
dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:  
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 ا alif 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak 
dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث 
s\a s\ 
Es(dengan titik di 
atas) 
ج jim J Je 
ح 
h}a h} 
Ha(dengan titik 
dibawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
  ذ żal Ż Zet 
ز r Ra Er 
ش              zai Z Zet 
ض  
   
   
   
sin S  Es 
ش syin Sy Es dan ye 
  ص  
Ṣad Ṣ 
Es ( dengan titik 
dibawah) 
ض 
Ḍad Ḍ 
De (dengan titik 
di bawah) 
  ط  
Ṭa Ṭ 
Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ 
Ẓa Ẓ 
Zet (dengan titik 
di bawah) 
ع 
a’in …‟… 
Koma terbalik di 
atas   
غ gain G Ge 
ف fa  F Ef    
ق qaf Q Ki 
ك kaf  K Ka 
ل lam L El 
  و mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We   
ي ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ…   Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
 
2. Vokal  
 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  
a. Vokal Tunggal 
 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama 
 
Huruf Latin 
 
Nama 
 Fathah A a 
 Kasrah I i 
 Dammah U u 
 
Contoh : 
 
No. 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda dan Huruf  
 
Nama Gabungan Huruf  
 
Nama  
 
أ...ي  Fathah dan ya Ai a dan i 
  
أ...و  Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Ḥaula 
 
3. Maddah  
 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
 
Harakat dan 
Huruf 
 
 
Nama 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
أ...ي  
Fathah dan alif 
atau ya 
 
ā 
 
a dan garis di atas 
ي 
 
 
Kasrah dan ya 
ī 
 
i dan garis di atas 
 
أ...و  Dammah dan wau 
ū 
 
u dan garis di atas 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
3. لىقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
 Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :  
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah 
transliterasinya adalah /t/.  
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.  
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 
Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.  
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأاةضوز Rauḍah al-aṭfāl 
2. ةحهط Ṭalḥah 
 
 
 
 
5. Syaddah 
 (Tasydid) Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 
Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 
yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Bahasa Arab Kata Transliterasi 
1. اىتز Rabbana 
2.  لّلصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang  
 Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا. Namun 
dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.  
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang diikuti leh huruf 
Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 
dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata 
sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.  
 
 
Contoh : 
No 
 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  لّم  سنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
 Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan 
dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak 
diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. 
Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuzūna 
3. 
ؤىنا 
 
An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital  
 Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu 
digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama 
diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah 
nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.  
 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata 
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak 
digunakan.     
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لىسزلاإدحِمامو Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
2. هيمناعناتسههندمحنا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
 Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi 
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan 
dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata 
tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan 
pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No 
 
 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخىههههناوإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar- rāziqin / Wa 
innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ناصيمناىهيكنااىفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila 
wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
 Kintan Igustin Listiani, NIM; 162.1.2.1.057 “TINJAUAN KOMPILASI 
HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI 
SELAKU TERPIDANA (Studi Kasus Rumah Tahanan Klas I 
Surakarta)“.Pemenuhan Hak dan Kewajiban seorang suami terpidana di Rumah 
Tahanan Klas I Surakarta yang ditinjau dengan Kompilasi Hukum Islam  dilatar 
belakangi oleh adanya kekaburan dalam melaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban 
sebagai seorang suami. Narapidana merupakan orang yang kehilangan kemerdekaan 
sehingga  hanya memiliki ruang gerak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang 
berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Situasi dan kondisi yang sedang 
dialami oleh seorang suami terpidana tentulah dapat mempengaruhi pelaksanaan 
pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap istri, anak dan kerabatnya.   
 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban suami 
terpidana di Rumah Tahanan Klas I Surakarta, untuk mengetahui sebab-sebab 
pemenuhan hak dan kewajiban suami dalam mengalami kendala serta untuk mengetahui 
upaya seorang suami dalam mengatasi kendala tersebut. 
 Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Kompilasi Hukum Islam dengan 
jembatan pemikirannya perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang 
telah mengatur hak dan kewajiban suami istri.Seseorang Suami sebagai narapidana 
tentu tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara utuh terhadap istri, anak 
maupun kerabat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, wawancara dan studi pustaka serta dokumentasi, yang dianalisis secara 
deskritif kualitatif.  
 Data yang ditemukan di lapangan yang selanjutnya menjadi kesimpulan 
adalahpemenuhan hak dan kewajiban tidak dapat terlaksana sebagai mana mestinya. 
Pemenuhan hak dan kewajiban sebagai seorang suami yang dipidana hanya terbatas 
pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di dalam rutan, sehingga kendala yang 
timbul terhadap seorang suami selaku terpidana dapat mempengaruhi dalam 
melaksanakan pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. Adapun upaya 
yang dilakukan oleh beberapa narapidana dalam mengatasi kendala tersebut dapat 
dijadikan kesempatan untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai 
seorang suami demi menjaga keutuhan rumah tangaa mereka. 
 
Kata Kunci: Hak Kewajiban Suami, Kompilasi Hukum Islam, Narapidana. 
 
ABSTRAC 
 
 Kintan Igustin Listiani, NIM; 162.1.2.1.057 "ISLAMIC LAW 
COMPILATION OVERVIEW OF FULFILLMENT OF HUMAN RIGHTS AND 
OBLIGATIONS OF CRIMINAL CONDUCT (Case Study of Class I Prisoners in 
Surakarta)".Fulfillment of the Rights and Obligations of a convicted husband in 
Surakarta Class I Detention Center which is reviewed by Compilation of Islamic Law is 
motivated by the obscurity of fulfilling the rights and obligations as a husband. 
Prisoners are people who lose their independence so they only have room to move in 
accordance with the regulations and policies that apply in the prison. The situation and 
condition that is being experienced by a convicted husband can certainly affect the 
implementation of fulfilling his rights and obligations towards his wife, children and 
relatives. 
 The purpose of this study was to determine the rights and obligations of a 
convicted husband in Surakarta First Class Detention Center, to find out the reasons for 
fulfilling the husband's rights and obligations in experiencing obstacles and to find out a 
husband's efforts in overcoming these obstacles. 
This research is based on the idea that the Compilation of Islamic Law with the 
bridge of thought is the prevailing laws and Islamic Law that govern the rights and 
obligations of husband and wife.A husband as a prisoner certainly cannot fully carry out 
his rights and obligations towards his wife, children and relatives. This research is a 
type of case study research using a qualitative approach. 
 The data found in the field which then becomes the conclusion is the 
fulfillment of rights and obligations cannot be carried out as it should. Fulfillment of 
rights and obligations as a convicted husband is only limited to the rules and policies 
that apply in the detention center, so that obstacles that arise against a husband as a 
convicted person can influence in carrying out the fulfillment of his rights and 
obligations as a husband. The efforts made by several inmates in overcoming these 
obstacles can be used as an opportunity to carry out the fulfillment of their rights and 
obligations as a husband in order to maintain the integrity of their homes. 
 
Keywords: Husband's Obligation Rights, Compilation of Islamic Law, Prisoners. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim, dan 
konon merupakan yang terbesar di dunia.
2
 Hal ini diperkuat dengan hasil data 
dari Portal Informasi Indonesia tahun 2019 yang menyatakan Indonesia, 
mayoritas penduduknya memeluk agama islam dengan jumlah populasi muslim 
mencapai 256.820.000.
3
 Dengan ini umat Islam Indonesia yang merupakan 
penduduknya mayoritas di negeri ini, salah satu upaya dalam rangka 
pengamalan syari’at Islam, adalah menjadikan hukum Islam itu sebagai hukum 
positif di Indonesia. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan 
ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang 
telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan 
keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan 
bahan pembinaan dan pengembangannya.
4
  
                                                             
  
 2 M. Hafidz Al-Ashqia, Kaya Wajib Bagi Orang Islam,  (Yogyakarta: Khazanah Sulaiman, 
2011), hlm.4. 
 
 
3
 https://www.indonesia.go.id/Data_Research_Muslim_Indonesia,diakses pada tanggal 15 
Oktober  2019 pukul  18:42 a.m.
 
 
 
3
 Mardani, Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm.171. 
 
 
 
 Dengan dasar tersebut terbentuknya hukum Islam ( hukum keluarga) 
yang tertulis, sebenarnya sudah lama menjadi kebutuhan dan keinginan 
masyarakat muslim. Sejak terbentuknya Peradilan Agama yang mempunyai 
kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga, rasanya 
sangat diperlukan adanya hukum kekeluargaan Islam tertulis. Maka munculah 
gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya dalam rangka 
mencari pola fiqh yang  bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat 
kontekstual. Sejatinya proses ini telah berlangsung lama sejalan dengan 
perkembangan hukum Islam di Indonesia atau paling tidak sejalan dengan 
kemunculan ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam Indonesia.
5
  
 Momentum terwujudnya cita-cita masyarakat muslim tahun 1991 
menjadi kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi 
besar yang dicapai umat Islam. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, 
telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat 
seluruh umat Islam Indonesia. Sehingga sebuah keinginan untuk 
menyeragamkan hukum Islam itu, menimbulkan gagasan sampai terwujudnya 
Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI tersendiri hadir menjawab keperluan akan 
terwujudnya satu hukum yang berisi hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan, 
baik oleh  aparat penegak hukum maupun masyarakat.  
 Sehingga dalam KHI tersendiri didalamnya terdiri dari Buku I tentang 
Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang 
                                                             
  
 5 Hikmatullah, “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi   Hukum Islam di 
Indonesia,” dalam Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, hlm.40. 
Hukum Perwakafan. Dengan landasan untuk menyeragamkan hukum islam 
Buku I tentang perkawinan dalam KHI adalah salah satu gambaran nyata 
pandangan hukum islam terhadap sebuah perkawinan dan lingkupnya yang telah 
di kodifikasi. Dalam kajiannya KHI menafsirkan sebuah perkawinanan yaitu 
akad yang kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.
6
 Berawal dari sebuah ikatan yang kuat 
yang tercipta dan menajalankannya ibadah lantas tujuannya pun adalah tak 
lain,untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 
Rahman.
7
  
 Lantaran pengertian tersebut maka perkawinan adalah sesuatu perjanjian 
dua insan yang berlandaskan ibadah kepada Allah SWT, namun dalam 
mewujudkan hal tersebut tidak semulus yang kita bayangkan. Membentuk 
sebuah rumah tangga sangatlah penting menciptakan dan menjaga keharmonisan 
dalam keluarga tersebut. Saling menghargai satu sama lainnya dalam hal 
kebaikan dan memberikan perhatian terhadap pasangannya masing-masing 
adalah kunci dari keharmonisan tersebut. Semuanya akan lebih maksimal 
apabila pasangan saling memahami kewajiban beserta hak masing-masing dan 
menjalankan seluruh kewajibannya dengan baik. Hubungan suami istri dalam 
rumah tangga. Suami diikat dengan  kewajiban dan hak. Dibalik itu suami 
memiliki beberapa kewajiban dan begitu pula istri memiliki beberapa kewajiban. 
                                                             
  
 6 Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 tentang Dasar-dasar perkawinan. 
(Bandung: Fokusmedia:2017) 
 7 Ibid. 
Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Begitu juga kewajiban suami 
merupakan hak bagi istri,dengan melaksanakan semua kewajiban masing-
masing secara penuh, maka akan tercapailah tujuan dari pada perkawinan 
tersebut. Hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga muncul akibat 
perkawinan sebagai perjanjian
8
. Seorang laki-laki yang menjadi suami 
memperoleh hak suami dalam keluarga. Disamping itu, keduanya juga 
mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan satu sama lain. Suami 
istri mempunyai kedudukan yang seimbang dan setara. Walaupun disadari ada 
perbedaan kewajiban satu sama lain dalam keluarga. Suami istri mempunyai 
posisi dan peranan masing- masing. Superioritas dan inferioritas adalah tidak 
ada dalam keluarga
9
.  
 Dominasi dalam keluarga harus dilenyapkan tanpa memandang siapa 
yang melakukannya.
10
 Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam 
kehidupan rumah tangga itu diperkuat dan dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-
Qur’an. Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah (2) ayat 228:  
 مٌي كِ حَ   مٌي كِيحَ     للَّهُا حَ    ۗ    مٌ حَ حَ حَ   للَّهُ كِ يْ حَ حَ   كِا حَ كِرِّل كِ حَ    ۚ كِو  ليْ حَ يْ  كِ    للَّهُ كِ يْ حَ حَ  يكِذللَّهُ     يْ كِ   للَّهُ  حَ حَ  
Artinya : “Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-
kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri” 
                                                             
  
 8 Muhammad Azzam, Abdul Aziz. ”Fiqh Munakahat”. Jakarta : AMZAH. 2014. hlm.174. 
 
 9  Sayuti Thalib,”Hukum Kekeluargaan Indonesia”, cet. ke-5 (Yogyakata; UII Press, 1986), hal. 
47. 
 
 10 Syuhada, ”Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami 
Memberi Nafkah Dalam KHI” dalam Jurnal Tafaqquh ; Vol. 1 No. 1, Mei 2013. Hlm. 44.  
.  
 Ayat ini menjelaskan bahwa suami dan istri mempunyai hak dan 
kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Begitu juga kewajiban 
suami merupakan hak bagi istri, Hak istri dan hak suami yang dikatakan dalam 
ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami. Meskipun demikian, suami memiliki kedudukan setingkat 
lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan pada ujung 
ayat tersebut di atas.  
 Tetapi tidak semua kondisi mendukung untuk melaksanakan hak- 
kewajiban di atas, seperti halnya kondisi seorang suami selaku kepala keluarga 
yang menjalani hidup selaku manusia dengan suatu pembekalan firah
11
 dalam 
proses penciptaan diri manusia,dari sinilah peran sebagai manusia di duniawi 
mendapatkan babak pengujian,peran pentingnya dalam mengemban jabatan 
selaku kepala keluarga yang mempunyai kewajiban penuh untuk membimbing 
keluarganya.  
  
 Yang ditunjang dengan pemenuhan kebutuhan yang baik dan ideal. Pada 
zaman modern ini tuntutan kehidupan terkadang membuat seorang suami 
melakukan tindakan kekeliuran di dalam bersosial bermasyarakat ataupun 
mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kekeliuran ini sangat 
                                                             
  
 11Muh. Khamdan menyatakan fitrah sebagai keistimewaan manusia meliputi; keimanan, 
kemampuan membedakan baik dan buruk, keingintahuan, dorongan biologis, sifat manusiawi. Lihat Muh 
Khamdan, Islam dan Narapidana  ( Jawa Timur : CV Garuda Mas Sejahtera 2012 ) hml 1-2. 
tidak di benarkan dalam tindakan seorang suami dalam alasan apapun. Seorang 
suami melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan secara sengaja atau 
tidak sengaja, sehingga tindakan ini masuk kedalam tindakan pelanggaran 
hukum yang membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman 
kemudian disebut dengan narapidana
12
, disaat suami menjalani dan 
mempertanggungjawabkan pelanggaran perbuatan pidananya dilain sisi ia pun 
menaggung beban baru supaya ia mempertahankan rumah tangganya meskipun 
terjerembab di penjara.  
 Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 
tentang pemasyarakatan.”Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana 
hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan,” kemudian menurut pasal 1 
ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang 
pemasyarakatan.”Terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.13  
 Dapat di simpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang 
sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan yang mana 
kemerdekannya hilang. Lembaga Pemasyarakatan tersendiri memiliki beberapa 
kategori diantaranya Rumah Tahanan (RUTAN), Lembaga Pemasyarakan 
(LAPAS), serta Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Berdiri sesuai dengan Surat 
Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 30 Juli 1977 No. Y. S. 4 / 6/ 3 tahun 
                                                             
 12 Junaedi,Farid.”Memanusiakan Manusia Pilihan(sebuah catatan singkat petugas yang biasa 
disebut sipir)”.Yogyakarta:CV.Budi Utama.2017. 
 13 Undang-Undang, tentang Pemasyarakatan. No.12 tahun 1995 pasal 1 ayat 6 dan 7. 
1977 tentang Penetapan Klasifikasi dan Balai BISPA, maka Lembaga 
Pemasyarakatan Surakarta berkedudukan sebagai Kantor Direktorat Jenderal 
Bina Tuna Warga juga sebagai Lembaga Pemasyarakatan Klas I.  
 Pada tahun 1983 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman 
tanggal 16 Desember 1983 No. 03. UM. 01. 06 tentang penetapan Lembaga 
Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Surakarta disamping sebagai Lembaga 
Pemasyarakatan sekaligus sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan).
14
 Rumah 
Tahanan Klas 1 Surakarta yang beralamatkan di Jl. Slamet Riyadi No.18, 
Kp.Baru, Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Rumah Tahanan menjadi 
sebuah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses 
penyidikan,penutunan dan pemeriksaan sidang di Pengadilan.  
 
 Dari data penghuni Rumah Tahanan Klas I Surakarta terdapat Tahanan 
Laki-Laki yakni 316 Orang dari 336 Orang. Sedangkan Narapidana Laki-Laki 
sejumlah 294 Orang dari 328 Orang, sehingga jika diakumulasi maka jumlah 
keseluruhan adalah 664 Orang.
15
 Jika dikerucutkan menjadi lebih spesifik maka 
akan terpapar data dengan jumlah 272 orang Narapidana beragama Islam serta 
                                                             
 14 https://rutansurakarta.wordpress.com, diakses pada  03 Mei 2019, Pukul 13:00 WIB. 
  
 15  Nur Rahman,AKS ,Staff  Bantuan dan Hukum Rutan Klas I Surakarta, Wawancara Pribadi, 
10 April 2019,Pukul 10:20 – 12:00 WIB. 
 
273 Orang Tahanan yang ada disana.
16
 Dari angka yang telah disuguhkan, 
narapida laki-laki di Rutan Klas I Surakarta rata-rata sudah membina sebuah 
keluarga dengan angka 168 orang yang beragama Islam. Para suami yang ada di 
balik jeruji besi tidak bisa bebas semua gerak gerik dan tindakannya di awasi, 
sementara mereka juga masih memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan 
hak dan kewajibannya selaku kepala keluarga.  
 Maka ini menjadi sebuah permasalahan seorang terpidana terhadap 
pemenuhan hak dan kewajiban yang harus diemban seiring musibah yang 
menguji dirinya. Ketimpangan dalam proses pemenuhan Hak dan juga 
kewajibannya selaku suami terpidana tak lantas menambahi angka perceraian di 
Rumah Tahanan Klas I Surakarta. Yang menarik ialah angka perceraian dalam 
periode 2018 hingga Agustus 2019 tidak mencapai 15 kasus, baik yang sudah 
mengalami ataupun selesai putusan perceraian.  
 Selaku suami meskipun dengan status terpidana ia masih memiliki 
keinginan dengan mempertahanankan keluarga mereka utuh dan mencapai 
tujuan dari sebuah perkawinan. Berdasarkan paparan di atas, Disini menarik 
peneliti untuk mengkaji seorang suami yang berstatus narapidana di Rumah 
Tahanan Klas I Surakarta dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai 
seorang suami kepada keluarga yang di tinggalkannya yang ditinjau dengan 
hukum yang mewakili umat islam Indonesia secara universal yakni Kompilasi 
Hukum Islam (KHI).  
                                                             
 16 Nur Rahman,AKS ,Staff  Bantuan dan Hukum Rutan Klas I Surakarta, Wawancara Pribadi,6 
Mei  2019,Pukul 13:45 WIB. 
   
 Guna mengetahui lebih lanjut permasalahan di atas, maka penulis ingin 
mengkaji tentang “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak 
dan Kewajiban Suami selaku Terpidana (Studi Kasus di Rumah Tahanan Klas I 
Surakarta)”.  
B. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 
akan di bahas adalah: 
1. Apa hak dan kewajiban suami selaku terpidana di Rumah Tahanan Klas I 
Surakarta? 
2. Mengapa pemenuhan hak dan kewajiban suami selaku terpidana 
mengalami kendala? 
3. Bagaimana upaya yang dilakukan suami selaku terpidana dalam 
mengatasi kendala dalam pemenuhan hak dan kewajibannya? 
C. Tujuan Penelitian 
 Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian tersebut adalah: 
1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban seorang suami terpidana di Rumah 
Tahanan Klas I Surakarta. 
2. Untuk mengetahui sebab-sebab pemenuhan hak dan kewajiban suami 
selaku terpidana dalam mengalami kendala. 
3. Untuk mengetahui upaya seorang suami selaku terpidana dalam 
mengatasi kendala pemenuhan hak dan kewajibannya. 
D. Manfaat Penelitian  
 Penelitian Sendiri diharapkan berguna baik itu secara teoritis maupun 
praktis. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:  
1. Secara Teoritis 
 Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
gambaran jelas terkait implementasi hak dan kewajiban suami selaku 
terpidana yang menghuni Rumah Tahanan Klas I Surakarta. Beserta 
implementasi terhadap keluarga narapidana tersebut, yang 
keseluruhannya ditinjauan dari Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dapat 
memeberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya 
di bidang  hukum terkhusus Ahwal As- Syakhsiyyah. 
2. Secara Praktis 
 Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan 
pemikiran dan bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi  
masyarakat yang pada dasarnya hidup berdampingan dengan orang lain, 
khususnya bagi keluarga narapidana Rumah Tahanan Klas I Surakarta.  
 Serta memperkaya referensi dan literature kepustakaan terkait 
dengan kajian mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. 
Terutama pada suami yang dikaji dengan Kompilasi Hukum Islam 
sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap 
penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. 
E. Kerangka Teori 
 Membentuk sebuah rumah tangga sangatlah penting menciptakan dan 
menjaga keharmonisan. Saling menghargai satu sama lain dalam aspek kebaikan 
di tunjang dengan memberikan perhatian terhadap pasangan masing-masing 
adalah bagian dari keharmonisan tersebut. Hal ini akan jauh lebih maksimal jika 
pasangan saling memahami akan kewajiban masing-masing, yang mana hak 
diantara kedua belah pihak akan terpenuhi secara baik. Terwujudnya tujuan 
perkawinan tentunya sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung 
jawab masing-masing pihak, istri dan suami.  
 Oleh sebab itu, perkawinan tidak saja di pandang sebagai media untuk 
merealisasikan syari’at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, 
tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan 
kewajiban antara keduanya. 
 Hak dan Kewajiban Suami Istri diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum 
Islam) Bab XII Pasal 77; Pasal 80 ; Pasal 83 yang berbunyi sebagai berikut: 
Bab XII Pasal 77 Hak dan Kewajiban Suami Isteri : 
1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 
tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar 
dari susunan masyarakat. 
2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan 
memberi bantuan lahir batin yang satu kepada lainnya. 
3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memeilihara anak-
anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani,rohani maupun 
kecerdasaanya dan pendidikan agamanya.  
4) Suami isteri wajib memeilihara kehormatannya. 
5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. 
 
Kewajiban Suami, Pasal 80 : 
1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan 
tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di 
putuskan oleh suami istri bersama. 
2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan 
memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguana dan 
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 
4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 
a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. 
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi 
isteri dan anak. 
c. Biaya pendidikan bagi anak. 
5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a 
dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. 
6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 
sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b. 
7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri 
nusyuz.  
 
Kewajiban istri, Pasal 83 : 
1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada 
suami di dalam batas-batas yang di benarkan oleh hukum Islam. 
2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-
hari dengan sebaik-baiknya.   
 Dengan menjalankan kewajiban dan peran masing-masing maka akan 
tercapailah tujuan dari pembentukan sebuah keluarga. Akan tetapi tidak semua 
kondisi mendukung untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban diatas. Seperti 
halnya kondisi seorang suami yang terjerat oleh perbuatan hukum yang mana 
mereka hidup di balik jeruji besi dengan segala peraturan yang berlaku dan 
sangat membatasi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut karena 
pengaturan mengenai bagaimana system, organisasi, visi, misi dan tujuan dari 
system pemasyarakatan, telah di atur dengan lugas dalam UU No. 12 tahun 1995 
tentang pemasyarakatan.  
 Bahwa prinsip penegakan hukum dan keadilan tidak hanya tergantung 
dari bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada sudah baik dari 
subtansinya tetapi juga masalah kultur dan mental aparat penegak menjadi faktor 
yang tidak saja penting tetapi dominan dalam impementasi peraturan 
perundangan yang ada.  
 Seorang suami yang sedang menjalani hukuman di dalam penjara tentu 
tidak dapat menjalankan berbagai aktivitas untuk keluarganya secara utuh, 
seorang narapidana hanya memiliki dua hak, yaitu hak untuk mengadakan 
hubungan secara terbatas dengan pihak luar yang mana para suami yang 
terpidana hak ini sangatlah berharga terutama dalam upaya mereka untuk 
memelihara keutuhan rumah tangganya, dan hak kedua yang dimiliki oleh 
narapidana ialah mendapatkan remisi.  
 Terkadang kesabaran seorang istri dalam menunggupun teruji dengan 
dibatasi ruang dan waktu yang terikat oleh peraturan perundang-undangan yang 
ada. Dilihat didalam pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 “Untuk melalukan 
perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat 
rukun sebagai suami istri” dilanjut alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 
huruf C PP No. 9 Tahun 1975 adalah “salah satu pihak melakukan mendapat 
hukuman penjara 5 (lima) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung”. 
 Dengan demikian, pemenuhan hak dan kewajiban suami ataupun istri 
akan mengalami kendala dalam mencapai terwujudnya tujuan perkawinan. 
Pemberdayaan hukum merupakan tema yang sangat relevan dengan upaya 
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, padahal dalam hidup 
berumah tangga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri harus 
terpelihara dengan baik.  
 Akan tetapi, sesekali harapan tersebut tidak dapat dipertahankan karena 
beberapa faktor seperti faktor sosial dan alam sehingga pelaksanaan hak dan 
kewajiban tersebut mengalami perubahan dari yang seharusnya terlaksana 
menjadi tidak bisa terlaksana sekalipun berdasarkan kepada norma yang sama.  
F. Tinjuan Pustaka 
 Tinjauan pustaka merupakan bagian yang sangat penting sekali untuk 
mengetahui letak perbedaan atau persamaan antara penelitian yang terdahulu 
dengan penelitian yang akan di teliti. Penelitian terdahulu juga bermanfaat 
sebagai landasan sekaligus perbandingan dalam penelitian ini. 
 Ada beberapa penelitian terdahulu mengenai hak dan kewajiban suami 
selaku terpidana yang pernah dibahas oleh; 
1. Cucu Ani Trisnawati Nim: 1143010020. Tahun 2018. ”Kewajiban Suami 
Yang Berstatus Narapidana Terhadap  Nafkah Keluarga” (Studi Kasus 
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy) jurusan Ahwal Al-
Syaksiyah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 
Penelitian ini menjelaskan tentang nafkah yang masih bisa diberikan 
sesuai dengan kemammpuan. Cara menafkai keluarga adalah ikut dalam 
pembinaan kemandirian dan mendapat upah, memberikan wewenang 
untuk mengelola barang yang ditinggalkan kepada keluarga sebelum 
mendekam di penjara.  
Faktor yang dapat mendukungnya yaitu dengan cara komunikasi yang 
baik, dan dukungan dari pihak lembaga pemasyarakatan. Narapidana 
dapat meminta penangguhan untuk mencari nafkah saat meninggalkan 
istri/keluarga mendekam di balik penjara pasal 14 ayat 1 hurup J UU 
NO. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan atas persetujuan lembaga 
yang terkait.   
2. Ali Saepul, Nim: 1133010011. Tahun 2017. “Pemenuhan Kewajiban dan 
Hak istri Selaku Terpidana Studi Kasus di lembaga Pemasyarakatan 
Wanita Kelas II A Sukamiskin Bandung” jurusan Ahwal Al-Syaksiyah di 
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Pemenuhan hak 
dan kewajiban seorang istri yang terjerat hukum pidana, kewajib annya 
sebagai narapidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena hilangnya 
kebebasan dan kemerdekaan. Semuanya terbatas pada pada peraturan 
yang berlaku di lapas.  Sebagian narapidana masih mendatkan nafkah 
dari suaminya dan sebagian lagi tidak.   
3. Ferlan Niko Nim: 10621003670. Tahun 2011. “Kewajiban Nafkah Bagi 
Suami yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru).” di Universitas Islam Syarif 
Kasim Riau. Penelitian ini menjelaskan tentang hambatan dalam 
pelaksanaan suami yang terpidana dalam menafkahi keluarganya dengan 
di tinjau menurut hukum islam. Dijelaskan juga suami narapidana masih 
bisa memberi nafkah sesuai kemampuannya. 
4. Mohammad Junaidi Abdillah, NIM: 1420311036. Tahun 2017 Tesis 
yang berjudul ”Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Orang Tua Di 
Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus” 
UIN Sunan Kalijaga. Penelitian ini membahas faktor-faktor pelaksanaan 
nafkah, dan dampak buruk dari kewajiban dari kewajiban orang tua. 
Suami narapidana masih memberikan nafkah kepada istrinya dengan gaji 
yang di terima dari negara (PNS). Secara umum narapidana tidak 
memberi nafkah, mereka memberi wewenang untuk menggunakan harta 
yang ada dirumah. jadi masih ada yang masih aktif memeberi nafkah dan 
ada juga yang tidak memberi nafkah. 
5. Fadlil, NIM: 8293025. Tahun 1999.”Hak dan Kewajiban Suami Istri 
(Studi tentang Konsep Fiqh Madzhab Syafi’i dalam Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia)”. Jurusan Peradilan Agama. Di STAIN Surakarta 
Als. IAIN Surakarta. Penelitian ini membahas Madzhab Imam Syafi’i 
yang dipandang  merupakan cerminan kesadaran hukum sebagian besar 
masyarakat di Indonesia. Yang diadopsi pula dalam Kompilasi Hukum 
Islam. Serta dibubuhi  “Hak dan Kewajiban Suami Istri” sebagai contoh 
kasus penelitian, karena hak dan kewajiban suami istri adalah salah satu 
dari sekian contoh kasus hukum yang  telah mengalami perkembangan 
nilai di masyarakat. Apa yang dikenal dengan hak dan kewajiban suami 
istri dalam rumah tangga pada masa dahulu dengan masa sekarang 
tidaklah sama, sejalan dengan perubahan nilai dalam masyarakat 
mengenai pandangan mereka tentang hak dan kewajiban pria dan wanita 
dalam kehidupan sosial. 
 Sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang meneliti tentang pemenuhan 
hak dan kewajiban suami selaku terpidana yang ditinjau dari segi Kompilasi Hukum 
Islam. Berdasarkan paparan peneliti sebelumnya di atas dapat disimpulkan bahwa 
peneliti sebelumnya lebih mengarah kepada fokus kewajiban nafkah semata serta faktor 
penghambat dan pendukung terhadap nafkah suami yang terpidana, serta mencari solusi 
untuk kesulitan ekonomi terhadap keluarga yang di tinggalkan, dan Penelitian yang 
akan di bahas oleh peneliti sekarang adalah mengenai pelaksanaan pemenuhan hak 
berserta kewajiban seorang narapidana berstatus suami dan ditinjau dari kompilasi 
hukum islam. Pengkajian Tak hanya berfokus pada kewajiban nafkah semata melainkan 
meliputi hak dan kewajiban suami secara menyeluruh dalam perspektif kompilasi 
hukum islam yang mengalami ketimpangan dengan keadaan yang ada. 
 
 
 
 G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis Penelitian yang digunakan data penelitian ini adalah field 
research (Penelitian Lapangan)
17
. Penelitian ini Mengambil Objek 
penelitian di Rumah Tahanan Klas 1 Surakarta yang beralamatkan di Jl. 
Slamet Riyadi No.18, Kp.Baru, Ps. Kliwon,Kota Surakarta, Jawa 
Tengah. Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data yang ada di 
Rumah Tahanan Klas I Surakarta mengenai suami yang terpidana yang 
menjalani masa hukumannya serta memenuhi hak dan kewajibannya 
dalam rumah tangga dipandang dari Kompilasi Hukum Islam ( KHI ).  
2. Sumber data 
 Dalam penelitian ini sumber datanya adalah subyek dari mana 
dapat di peroleh di antaranya adalah sebagai berikut: 
a. Sumber data primer, Data ini akan dihasilkan dari metode 
wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap 
responden. Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai 
Rutan, Sipir Rutan, dan lima belas (15) dari warga binaan laki-
laki berstatus narapidana yang terdiri dari lima (5) orang 
narapidana masa tahanan dibawah lima (5) tahun, lima (5) orang 
                                                             
  
 17 Moh Nazir, Metode Penelitian, ( Jakarta:Ghalia Indonesia,1998 ), hlm. 63. 
narapidana masa tahanan diatas lima (5) tahun, lima (5) orang 
narapidana yang telah atau sedang menjalani proses perceraiaan 
di Rutan Klas 1 Surakarta.  Para responden dipilih pada 
narapidana laki-laki yang telah menikah dan masih memiliki 
keluarga atau sudah dan dalam proses perceraian. Responden 
tidak dipilih berdasarkan kasus yang mereka alami, hal ini 
dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat mewakili 
keseluruhan karakter kehidupan keluarga para narapidana secara 
keseluruhan. 
b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berupa 
literatur -literatur yang berkaitan dengan tema penelitian baik 
berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku, jurnal dan 
tulisan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-
peraturan yang tertulis di Rutan Klas 1 Surakarta yakni UU 
No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan sebagainya. 
3. Teknik  Pumpulan Data 
 Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar 
untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu; 1) Observasi, 2) Wawancara, 
3) Studi kepustakaan dan dokumentasi. 
a. Observasi, diartikan dengan pengamatan yang merupakan alat 
pengumpulan data dengan pengamatan atau pengindraan 
langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau 
prilaku. Dalam tekhnik ini peneliti akan melakukan pengamatan-
pengamatan gejala-gejala subjek yang diteliti antara lain 
kegiatan-kegiatan dan fasilitas yang tersedia di dalam rutan bagi 
narapidana laki-laki.  
b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 
melalui tatap muka dan tanya jawab langsung kepada responden 
atau suami yang terpidana dan pihak Rutan. Tekhnik ini 
digunakan untuk memperoleh data langsung seara lebih 
mendalam dan akurat tentang permasalahan yang diteliti. Dalam 
pelaksanaannya peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan 
kepada pihak yang bersangkutan mengenai permasalahan 
pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami terpidana serta 
aturan dan dispensasi yang diberikan oleh pihak rutan terhadap 
responden. Penelitian ini adalah jenis pendekatan menggunakan 
petujuk umum wawancara, yang mana mengharuskan 
pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok 
yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan berurutan
18
. 
c. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan 
melibatkan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan sandaran 
teori. 
                                                             
  18 Ach. Fatchan,”Metode Penelitian Kualitatif”,(Jakarta:Penerbit Ombak,2015), 
hlm.141 
4. Teknik Analisis Data 
 Metode analisa data yang akan digunakan peneliti adalah analisa 
data Kualitatif dengan menggunakan kerangka induktif, yakni kerangka 
Induktif adalah menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan 
penelitian
19
, dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi pada warga 
binaan yang berkenaan dengan hak dan kewajiban seorang suami yang 
berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah, kemudian 
diambil satu substansi dari masing-masing fakta yang selanjutnya 
memunculkan kesimpulan secara universal. Sehingga dapat di 
kolerasikan dengan kompilasi hukum Islam. Dalam konteks ini peneliti 
akan menganalisis tentang bagaimana tinjauan kompilasi hukum islam 
terhadap pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami terpidana dalam 
membentuk keluarga sakinah. 
 
H. Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan ini memudahkan dalam memberikan gambaran 
secara umum dan pemahaman isi bahasan, serta memperoleh penyajian yang 
terstruktur  maka penyusun menyajikan skripsi ini dalam lima bab dengan 
sistematika sebagai berikut: 
                                                             
  19 Amiruddin,” Metode Penelitian Sosial”,(Yogyakarta:Dua Satria 
Offset,2016),hlm.153 
 Bab I Pendahuluan, merupakan yang memuat didalamnya yakni latar 
belakang, yang menjadi alasan-alasan mendasar diadakannya penelitian ini. 
Penggambaran masalah apa yang akan disajikan dalam penelitian ini. Dijelaskan 
dalam pokok masalah,tujuan dan kegunaan  penelitian menjadi bagian dalam 
bab ini,dengan mengetahui tujuan dan kegunaan, penelitian ini diharapkan tidak 
terlupakan (memberikan sumbangan pemikiran).  
 Telaah pustaka dipergunakan untuk menelaah bahwa penelitian yang 
diangkat menjadi tugas akhir ini merupakan penelitian yang berbeda dengan 
penelitian-penelitian yang sudah ada. Kerangka teori yang dijadikan 
landasan,cara pandang dalam penelitian ini, serta metode yang mencakup alat 
yang digunakan dalam penelitian dan sistematika pembahasan mengenai 
tinjauan Kompilasi Hukum Islam ( KHI) dalam pemenuhan hak dan kewajiban 
suami terpidana yang kebenaran-kebenarannya dapat digunakan dalam 
menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. 
  
 Bab II Landasan Teori, memaparkan tentang landasan teori umum 
variabel penelitian. Bab ini membahas terkait fokus kajian mengenai teori umum 
yang menyangkut variabel-variabel yang digunakan dalam pembahasan 
penelitian, yang terbagi menjadi dua yakni tentang Kompilasi Hukum Islam di 
Indonesia secara umum, pengertian KHI, sejarah penyusunan KHI, proses 
penyusunan KHI, sistematika penulisan KHI mengenai perkawinan. Dan yang 
kedua mengenai hak dan kewajiban suami menurut KHI serta Hukum Islam dan 
perundang-undangan yang berlaku, hak seorang suami dalam KHI, serta 
kewajiban seorang suami dalam KHI. 
 Bab III Deskriptif Data Pelenelitian, menjelaskan terkait kondisi 
penelitian mengenai gambaran   umum dari Rumah tahanan Klas I Surakarta 
serta kilas tetang narapidana. Hal ini diperlukan untuk mendukung analisis 
dalam penelitian ini terhadap problematika yang ada. 
 Bab IV Analis, merupakan hasil dari penelitian yang berupa analisis 
tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban 
seorang suami yang terpidana di Rumah Tahanan Klas I Surakarta. 
Bab V Penutup, dikemukakan kesimpulan pada penelitian ini serta akhir dari 
pembahasan dan saran-saran yang membangun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI 
 
A. Konsep Kompilasi Hukum Islam 
 Mengenai kajian tentang Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) akan dibahas 
secara keseluruhan oleh peneliti dari definisi Kompilasi Hukum Islam, sejarah 
Kompilasi Hukum Islam, proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam serta 
sistematika yang ada. 
1. Definisi Kompilasi Hukum Islam 
  Sebelum memasuki pembahasan yang lebih mendalam mengenai topik 
tulisan ini, ada baiknya dikaji pengertian Kompilasi Hukum Islam. Secara 
definitif hal ini diperlukan untuk mempertajam analisa nantinya dan juga 
menghindari bias-bias yang berpotensi muncul kemudian. Dalam mengurai 
pengertian kompilasi ini akan digunakan perpektif linguistik yang diambil dari 
pencarian asal usulnya. Kata kompilasi ditemukan dalam kamus besar bahasa 
Indonesia, begitu juga dalam buku hukum Indonesia, bagaimana 
kedudukannya, dasar keabsahannya dalam sistem hukum Indonesia, dan 
sebaginya. Hal ini menunjukan bahwa istilah kompilasi sudah diterima dalam 
bahasa Indonesia maupun dalam tata hukumnya.  
   
  Dalam tata hukum terdapat istilah yang memiliki makna serupa yaitu 
kodifikasi, bermakna himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang, 
hal penyusun kitab perundang-undangan
20
, seperti kitab undang-undang hukum 
pidana, kitab undang-undang hukum perdata dan lain-lain. Kata kompilasi 
merupakan hasil adopsi  dari bahasa latin dan Inggris. Dalam bahasa latin, 
istilah kompilasi diambil dari kata “compilare” yang mempunyai arti 
mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-
peraturan yang tersebar dimana-mana.
21
Istilah ini kemudian dikembangkan 
menjadi “Compilation” dalam bahasa Inggris dan “Compilatie” dalam bahasa 
Belanda. Dalam kamus bahasa inggris terdapat penerjemaahan yang cukup 
luas. Dituliskan arti dari makna compilation adalah : act of compiling  ( 
kegiatan pengumpulan )
22
 or that wich of complied,exp a book composed of 
materials gathered from other books of document ( kumpulan,sebuah buku 
yang berisi materi-materi yang dikumpulkan dari buku-buku/dokumen lain ). 
  
 
  Definisi kompilasi dari prespektif hukum adalah sebagai berikut : 
“Sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan 
hukum tertentu,pendapat hukum juga aturan hukum.” Sedangkan rangkuman 
mengenai hukum yang diambil dari  kitab-kitab fiqh juga biasa dipergunakan 
                                                             
   
 20  Kamus Versi Online/daring ( dalam jaringan ), ”ko-di-fi-ka-si” dikutip dari Kbbi.web.id 
diakses 29 November 2019. 
 21 Abdurrahman, KHI di Indonesia, ( Jakarta:Akademika Pressindo.1995 ), hlm.9. 
 22Adam Gadsby (ed), Longman Dictionary of American English,( England : Pearson Education 
Limited. 2000 ), hlm 84. 
sebagai referensi oleh Pengadilan Agama untuk kemudian diolah, 
dikembangkan kemudian di himpun ke dalam satu kumpulan kitab hukum.
23
 
Dari berbagai definisi yang dikemukakaan para ahli diatas menjadi jelas bahwa 
KHI merupakan sebuah himpunan peraturan-peraturan hukum yang diambil 
dari berbagai pendapat ahli fiqh yang termuat dalam kitab fiqh mereka. 
  Pendapat para ahli fiqh ini sebelumnya telah sering dijadikan dasar untuk 
memeriksa perkara yang masuk ke dalam cakupannya di lembaga pengadilan ( 
tahkim ) ulama ahli fiqh  tersebut selanjutnya dipilah, diolah dan 
dikembangkan dengan mengacu kepada pijakan pemahaman dan dinamika 
sosial masyarakat. Pengolahan dan pengembangan ini diperlukan dalam rangka 
penemuan rumusan hukum islam ( fiqh Islamy ) yang cocok dan sesuai dengan 
kondisi dan kesadaran hukum rakyat Indonesia.
24
  
 
  Hasil pengolahan ini disusun kedalam bentuk yang serupa dengan 
peraturan perundangan. Bahan ini selanjutnya ditetapkan berlakunya melalui 
sebuah instruksi presiden untuk kemudian digunakan oleh para hakim 
pengadilan agama memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang 
diajukan kepadanya sebagai pedoman. 
2. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam 
                                                             
  
 23 Abdurrahman, KHI di Indonesia…, hlm11-12. 
 24 Soejoeti, Zarkowi, Sejarah Penyususnan KHI Di Indonesia, ( Yogyakarta:UII 
Press,Cet.II.1993 ) , hlm.51-52 
  Penyusunan KHI merupakan perwujudan gambaran keinginan 
masyarakat islam Indonesia untuk mendapatkan pengakuan legal formalistik 
atas berlakunya norma hukum islam. Keinginan ini terkristalisasi dari 
rangkaian proses perjalanan aturan-aturan sosial yang merujuk kepada hukum 
islam semenjak beberapa abad silam.  
  Norma-norma sosial yang berlaku sebagai the living law ini kemudian 
menuntut pengakuan legal formalistik dan tuntutan ini bersambung dengan 
political will penguasa, kemudian dengan political power yang dimilki 
mengangkatnya menjadi hukum positif. 
25
  
a. Realitas Kehidupan Keagamaan Masyarakat 
  Islam diwilayah nusantara semenjak abad 6-7 M. banyak di catat 
oleh ahli sejarah menggunakan strategi  struktural dan kultural 
dipelopori oleh Sunan Ampel. Paradigma yang di bangun untuk strategi 
ini adalah paradigma non-politik, yakni sedikit mengesampingkan 
(secara relatif) pendekatan politik kekuasaan dan menekankan pada 
pembangunan basis masa rakyat melalui lembaga-lembaga pendidikan 
(pesantren) juga mengupayakan pembangunan kantong-kantong 
ekonomi massa yang tercermin dalam tumbuh berkembangnya 
komunitas-komunitas ekonomi rakyat mandiri di daerah-daerah pesisir 
utara Jawa seperti Gresik, Lamongan, Tuban, Lasem hingga daerah 
                                                             
  
 25 Cak Hasan Bisri(ed.), Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum 
Nasional,  ( Ciputat:PT.Logos Wacana Ilmu,1999 ), hlm.24. 
Jawa bagian barat.
26
 Adapun target pendekatan kultural ini adalah 
membangun  kekuatan  mandiri rakyat bawah, baik dari sisi 
pemahaman keagamaan (yang diasumsikan menjadi  kerangka bagi 
penerjemahan masalah-masalah sosial) kekuatan ekonomi dan budaya.  
  Model pendekatan ini lebih lanjut, diambil sebagai atas realitas 
politik saat itu dimana kekuatan hegemoni politik penguasa kerajaan 
(terutama Majapahit) sangat dominan. Kekuasaan politik Kerajaan 
Majapahit saat itu mampu membatasi ruang kebebasan publik  untuk 
melakukan dinamisasi kehidupannya. Selain itu pendekatan non-
korporatif  yang cenderung konfrotatif yang sebelumnya dilakukan oleh 
beberapa kalangan seperti Syech Abdul Kadir As-Shinniy juga 
mengalami kegagalan ketika  pasukan islam yang saat ini berkuatan 
lebih dari 1.200 orang berhasil di lumpuhkan Majapahit di saat-saat 
mendekati kemenangan. Dalam kondisi demikian, pendekatan kultural 
yang berbasis pada pendidikan dan penyadaran itu menjadi relevan dan 
mampu menanamkan nilai-nilai baru sebagai norma sosisal transedental 
dalam mengatur tata kehidupan masyarakat. Norma-norma ini seiring 
perjalanan waktu mengintegrasikan diri  bukan berasimilasi dan 
terkadang menggusur norma-norma tanpa menimbulkan gejolak sosial 
yang berarti.  
                                                             
 
 26 Laode Monto Bonto, ”Perspektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat 
Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)”. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial,(Kendari) Vol.23 Nomor 2, 
2014, hlm.9. 
  Pasca keruntuhan Majapahit sehingga munculah Kerajaan 
Demak, norma-norma sosial yang sudah memiliki nuansa keislaman 
dan menjadi the living law diangkat menjadi the law melalui proses 
formalisasi legalistik dengan terbentuknya lembaga tahkim. Sebuah 
lembaga peradilan tradisional yang bertempat di masjid-masjid namun 
telah mendapat pengetahuan secara legal oleh penguasa. Formalisasi 
legalistik atas the living law ini menjawab tuntutan – tuntutan sosial 
yang berkembang saat itu diamana menjadi efek dari peningkatan 
kesadaran sosial dan hukum masyarakat
27
. Lembaga tahkim atau 
disebut juga “Peradilan Serambi” pada arus berikutnya mengalami 
perkembangan ekspansional tidak hanya di Demak dan wilayah 
kekuasaannya, tetapi meluas hingga Aceh, Madura dan Kalimantan. Di 
wilayah-wilayah tersebut rata-rata komunitas sosialnya memilki 
kesadaran  hukum yang relatif bagus dan  memberikan pengakuan atas 
keberadaan lembaga hukum. 
b. Realitas Kehidupan Politik 
  Keberadaan agama Islam yang secara gradual diterima oleh 
rakyat berpengaruh pada kebutuhan akan lembaga peradilan sebagai 
perwujudan atas tingkat kesadaran hukum. Bermula dari bentuk-bentuk 
sederhana seperti lembaga tahkim dan mufti sampai pada bentuk-bentuk 
formal berupa permunculan lembaga-lembaga peradilan (qadla). Pada 
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tahun 1606-1616 M. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa di Aceh, 
disamping menitik beratkan pada masalah pengembangan ilmu 
pengetahuan, beliau juga memperlihatkan perkembangan hukum 
Islam.
28
           Penunjukan beliau atas Syekh Abdur Rauf Singkil, 
sebagai mufti kerajaan misalnya menjadi bukti akan hal itu. Selain itu 
Sultan juga giat melakukaan perjalanan ke daerah-daerah diwilayah 
kekuasaannya sembari menekankan perlunya para guru agama dan 
qadli untuk menggunakan kitab Sirotol Mustaqin. Sebagai kitab 
pegangan hukum. Di pulau Jawa pelaksanaannya hukum islam pernah 
dilakukan secara menyeluruh diwilayah-wilayah kerajaan islam yaitu, 
Demak, Pajang dan Mataram.  
  Di Kerajaan Mataram misalnya telah ada qadla yang dibagi 
sesuai dengan tingkat kewenanganya secara kewilayahan kedalam 
empat tingkatan yaitu; 
1) Peradilan Agama ( Qadla ) tingkat desa 
2) Peradilan Agama ( Qadla ) tingkat kecamatan 
3) Peradilan Agama ( Qadla ) kabupaten 
4) Peradilan Agama ( Qadla ) kerajaan 
  Keadaan semacam ini secara perlahan berubah mengikuti 
perubahan peta kekuasaan politik di Indonesia. Pada masa VOC ( 
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Vereenige Oost Indishe Compagnie) keadaan pengembangan hukum 
islam ( Melalui Pengadilan Agama ) tidak banyak mengamai perubahan 
mendasaran hal ini disebabkan karena tujuan VOC saat itu adalah 
merupakan aktifitas bisnis yang membutuhkan dukungan simpati rakyat 
sehingga VOC membiarkan perkembangan Peradilan Agama. Bahkan 
VOC mengumpulkan bahan-bahan hukum Islam untuk kepentingan 
orang-orang bumi putera yang bersengketa di wilayahnya. Kumpulan 
ini dinamakan Compendium Freijer
29
. 
   
  Saat kekuasaan VOC berpindah kepada pemerintah kolonial 
Hindia Belanda, maka pemerintah mulai mempunyai keingin untuk 
memberlakukan kodifikasi yang berlaku di Belanda untuk di terapkan 
di Indonesia. Kebijakan politik pemertintah kolonial dalam 
melaksanakan program pelaksanaan hukum Eropa bagi bumi putera di 
Hindia Belanda, sangat di pengaruhi pejabat-pejabat yang berkopetensi 
mengenai hal ini. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam bidang 
pengembangan hukum ini dasarkan Grand politik kolonialismenya 
dimana semua perangkat-perangkat baik sosial , agama, maupun 
ekonomi diarahkan untuk menunjang dan mengokohkan kekuasaan 
kolonial. Dengan demikian wajar apabila akhirnya secara perlahan 
cakupan wilayah kekuasaan hukum islam dipersempit. 
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  Kegiatan-kegiatan untuk membangun kembali hukum islam 
sebagai salah satu hukum positif dilakukan lagi pada saat persiapan 
kemerdekaan. Lewat BPUPKI diusakan pembuatan  landasan hukum 
yang akan memberi peluang bagi penerapan hukum islam sehingga 
terumuskan “Piagam Jakarta”30, yang memuat Klausul mengenai 
keharusan umat islam untuk menjalankan hukum islam. Namun usaha 
ini kurang berhasil dengan dihapuskannya kata-kata itu setalah muncul 
keberatan kebijaksanaan politik pemerintahan RI mendukung adanya 
kemauan pengembangan hukum islam di Indonesia. Pemberlakuan UU 
No. 14/1970 mengenai kekuasaan peradilan yang mengakui bahwa 
pengadilan agama meruapakan salah satu dari empat lembaga peradilan 
yang sah di Indonesia merupakan contoh konkrit mengenai hal ini. 
Asumsi ini semakin diperjelas dengan disahkannya UU Perkawinan UU 
N0. 1 tahun 1974 dan  Kompilasi Hukum Islam. 
3.  Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam 
 Asumi yang secara umum dipahami oleh para pakar hukum atau 
pengadilan agama di Indonesia bahwa Kompilasi Hukum Islam 
merupakan  manifestasi dari keinginan masyarakat. Muslim untuk 
mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat 
kontekstual disamping keinginan untuk mendapatkan kesatuan pendapat 
                                                             
 
 
30
 Hikmatullah, “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,” 
dalam Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017.hlm 7. 
 
mengenai persoalan-persoalan tertentu dan menghindari kesimpangan 
akibat polarisasi dalam pengambilan dasar hukum untuk menetapkan 
suatu  keputusan pengadilan yang menjadi fenomena faktual saat itu. 
Berpijak dari asumsi diatas, maka usaha untuk merintis pencaharian ( 
ekspolarasi ) pola fiqh yang bersifat khas di Indonesia / Kontekstual 
sudah berlangsung sejak lama. 
 Konsensus beberapa penulis mengenai KHI paling tidak 
menyebut bahwa Prof. Hazairin dan Prof. Hasbi As-sidiq telah lama 
mendengungkan  ide tersebut. Namun  dalam  prespektif  yang  lebih 
sempit maka tahun 1985 dianggap sebagai awal dialog-dialog  intensif 
dan mempublik mengenai kebutuhan akan kesatuan hukum dalam 
pengadilan agama. Secara formal , gagasan untuk menyusun KHI di 
Indonesia dilontarkan oleh Menteri Agama RI Munawir Dzajali pada 
bulan Febuari 1985 gagasan ini dilontarkan dalam sebuah ceramah di 
hadapan para mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya semenjak itulah  
ide ini bagai bola salju yang mengelinding.
31
 Pada bulan Maret 1985 
Presiden Soeharto mengambil prakarsa menerbitkan Surat Keputusan 
Bersama (SKB) No.07/KMA/1985 antara Ketua MA dan Menteri Agama 
untuk membentuk proyek KHI. Tugas pokok proyek ini adalah 
melaksanakan usaha pembangunan hukum islam melalui yurisprudensi 
dengan  jalan KHI. Bidang yang dikaji adalah bidang perkawinan, 
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kewarisan, perwakafan, hibah, shodaqoh baitul mal dan lain-lain yang 
menjadi kewenagan Pengadilan Agama.  
 
 
 Setalah melalui proses yang panjang maka pada tanggal 29 
September 1989 pemerintah mengundangankan berlakunyaa Undang-
Undang No.07/1989 yang di muat dalam Lembaran Negara No.49 tahun 
1989 persoalan yang mnucul kemudian  adalah produk hukum yang akan 
mewadahi tersebut. Secara ideal Kompilasi tersebut dituangkan dalam 
suatu Undang-Undang namun bila pilihan ini diambil akan 
dikhawatirkan akan memakan waktu yang lebih panjang lagi dengan 
proses yang berliku. Ada beberapa pihak yang menghendaki kompilasi 
ini di tuangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Keputusan 
Presiden.  
 Rahmat Djanika, misalnya mengatakan bahwa dalam urusan ini 
kita tidak melalui DPR, tetapi memakai sitem potong kompas karena 
kalau kita melalui DPR akan  sulit apalagi masalah waris.
32
  Oleh 
karenanya Mahkamah Agung  menggunakan jalan  pintas bersama-sama 
Departemen Agama. Mengadakan Kompilasi ini cara potong kompas 
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yang pada jaman dahulu tidak mungkin dilakukan pada tanggal 10 Juni 
1991 pemerintah memutuskan bahwa Kompilasi Hukum ini di wadahi 
dengan intruksi presiden No.1 tahun 1991.   
 Sejak saat itu Kompilasi Hukum Islam berlaku secara formal 
diseluruh Indosia sebagi hukum  materil yang dipergunakan di 
lingkungan Peradilan Agama, pengaturan lebih lanjut Surat Edaran 
Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur  
Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam , No. 
3694/EV/HK.003/AZ/91 tertanggal 25 juli 1991 yang ditunjukan kepada 
Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di seluruh 
Inodonesia tenntang  penyebar luasan Inpres No. 1 tahun 1991. 
4.   Sistematika Penulisan KHI mengenai Perkawinan 
 Untuk lebih mempermudah proses analisa nantinya, serta 
memberi gamabaran yang lebih jelas maka dalam bab dua ini di sebutkan 
pula sistematiaka penulisan Kompilasi hukum islam mengenai 
perkawinan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagi berikut; 
I. Ketentuan Umum ( Pasal 1) 
II. Dasar-dasar perkawinan ( Pasal 2-10) 
III. Peminganan( pasal 11-13) 
IV. Rukun dan syarat perkawinan ( Pasal 14-29) 
V. Mahar ( Pasal 30-38) 
VI. Larangan Kawin(Pasal 39-44) 
VII. Perjanjian Perkawinan ( pasal 45-52) 
VIII. Kawin Hamil ( pasal 53-54) 
IX. Beristri lebih dari 1 orang ( Pasal 55-59) 
X. Pencegahan perkawinan ( Pasal 60-69) 
XI. Batalnya perkawinan ( pasal 70-76) 
XII. Hak dan kewjiban suami istri ( pasal 77-84) 
XIII. Harta kekayaan dalam perkawinan ( pasal 85-97) 
XIV. Pemelirahan anak ( Pasal 98-106) 
XV. Perwalian ( Pasal 107-112) 
XVI. Putusnya perkawinan ( pasal 113-148) 
XVII. Akibat putusannya perkawinan ( pasal 149-162) 
XVIII. Rujuk ( pasal 163-169) 
XIX. Masa berkabung (Pasal 170) 
   Melihat sistematika diatas dengan penyesuaian terhadap pokok 
pembicaraan dalam skripsi mengenai hak dan kewajiban  suami istri maka 
pembahasan selanjutnya di fokuskan pada pasal 77 sampai 84 Kompilasi Hukum 
Islam.  
 Disamping itu pembahasan juga akan di sedikit di perluas pada persoalan dasar-
dasar perkawinan guna mengetahui tujuan-tujuan di syariatkannya perkawinan. 
B. Konsep  Hak dan Kewajiban Suami  
Konsekuensi dari sebuah akad nikah yang telah berlangsung dan sah 
memenuhi syarat dan rukunnya maka akan menimbulkan akibat hukum. Akibat 
hukum yang timbul adalah keterkaitan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah 
tangga. Dalam suatu keluarga setiap suami maupun istri memiliki tugas dan fungsi 
masing-masing yang telah diatur oleh Allah. Setiap hak dan kewajiban harus 
berjalan seimbang, setiap hak suami merupakan kewajiban istri, sedangkan 
kebalikannya kewajiban suami adalah hak bagi istri. Hak dan kewajiban suami 
istri ada tiga macam yaitu: Hak istri atas suami, Hak suami atas istri, dan Hak 
bersama.
33
 
1. Hak dan Kewajiban Suami dalam KHI 
 Dalam butir-butir ayat Kompilasi Hukum Islam terdapat bagian 
yang membahas secara eksplisit terkait hak dan kewajiban dalam 
berumah tangga diantaranya suami-istri. Diantaranya termaktub pada 
Bab XII bagian satu  pasal 77 berbicara tentang; 
a)  Hak dan Kewajiban Suami Isteri 
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        (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang 
menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. 
       (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, 
setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang 
lain; 
      (3)  Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan 
memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan 
jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan 
agamanya; 
       (4)   Suami isteri wajib memelihara kehormatannya; 
       (5)  Jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing 
dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. 
Kemudian disambung lagi pada Pasal 78 yakni; 
(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman  yang 
tetap.  
(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), 
ditentulan oleh suami isteri bersama. 
b) Kewajiban Suami Terhadap Istri 
               Dalam Kompilasi Hukum Islam, Kewajiban suami  
   terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut; 
Pasal 80 
(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, 
akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-
penting diputuskan oleh suami isteri bersama. 
(2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.  
(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan 
memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.  
(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :  
 a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;  
 b.Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya    pengobatan 
bagi isteri dan anak;  
 c. Biaya pendididkan bagi anak.  
(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) 
huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin 
sempurna dari isterinya.  
(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap 
dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.  
(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila 
isteri nusyuz. 
Pasal 81 
(1)   Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-
anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. 
(4)  Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan 
kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan 
tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga 
maupun sarana penunjang lainnya. 
Pasal 82 
(1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban 
memberikan tempat tiggal dan biaya hidup kepada masing-
masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah 
keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada 
perjanjian perkawinan. 
(2) Dalam hal para isteri rela dan ihlas, suami dapat menempatkan 
isterinya dalam satu tempat kediaman. 
Pasal 89 
Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri 
maupun harta sendiri. 
           c)     Kewajiban Istri Terhadap Suami 
   Hubungan suami istri dalam rumah tangga suami diikat dengan  
kewajiban dan hak, kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Begitu 
juga kewajiban istri merupakan hak suami terhadap istri, dalam 
Kompilasi Hukum Islam termaktub pada; 
    Pasal 83 
              (1)  Kewajiban utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan 
batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum 
islam. 
                (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah 
tangga sehari-hari dengan sebaik- baiknya. 
                  
 
     Pasal 84 
                (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan 
kewajiban-kewajiban sebagaimana  dimaksud dalam pasal 
83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. 
               (2)  Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap 
isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak 
berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.  
                (3)  Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku 
kembali sesuadah isteri nusyuz  
                (4)  Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri 
harus didasarkan atas bukti yang sah. 
Pasal 90 
Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri 
maupun hartanya sendiri. 
  Demikianlah konsep Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban 
suami istri. Dalam hal terjadi perceraian maka terdapat akibat hukum yang mengenai 
suami istri, terutama dalam hal perceraian yang telah meninggalkan anak. Adapun hak 
dan kewajiban suami istri dalam hal terjadi percerian adalah sebagai berikut; 
Pasal 105 
a. Pemeliharaan anak yang belum Mummayyiz atau belum berumur 12 tahun 
adalah hak ibunya. 
b. Pemeliharaan anak yang sudah Mummayyiz diserahkan kepada anak untuk 
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. 
c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya. 
Pasal 149 
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:  
a. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau 
benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;  
b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, 
kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan 
tidak hamil;  
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al 
dukhul;  
d. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 
21 tahun. 
   
Pasal 151 
Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima 
pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. 
2. Hak dan Kewajiban Suami dalam Hukum Islam dan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini pasti mempunyai 
hikmah yang terkandung didalamnya. Seperti halnya Allah menciptakan manusia 
yang berlainan bentuk yaitu laki-laki dan perempuan agar masing-masing saling 
membutuhkan dan saling melengkapi sehingga kehidupan mereka senantiasa dapat 
berkembang. Dalam membangun rumah tangga suami isteri harus sama-sama 
menjalankan tanggung jawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman dan 
ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. 
Secara umum kewajiban suami istri adalah saling memperlakukan satu dengan 
yang lain secara baik dan melaksanakan kewajibannya dengan tanpa mengulur-ulur 
waktu dan atau menampakan ekspresi keterpaksaan. Dan memperulur waktu dalam 
melaksanakan kewajiban yang mampu dilakukan adalah perbuatan zalim
34
. 
Kewajiban – kewajiban ini harus dilakukan secara bersama-sama, seimbang dan 
timbal balik dalam rangka meraih tujuan perkawinan yaitu terbentuknya maghligai 
rumah tangga yang didasarkan atas cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, tujuan 
hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu; 
sakinah,mawaddah wa rahmah. 
1) Hak Bersama Suami Istri  
  Islam mengibaratkan keluarga layaknya suatu lembaga yang berdiri di 
atas suatu kerjasama antara dua orang, maka adapun hak bersama suami istri 
dalam menjalani maghlihai rumnah tangga, diantaranya; 
a) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. 
Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang 
dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada 
istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan 
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seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan kalau 
tidak secara bersamaan, sebagimana tidak dapat dialakukan secara 
sepihak saja. 
b) Haram melakukan perkawinan yaitu istri haram dinikahi oleh ayah 
suaminya, datuknya (kakaknya) anak dan cucu-cucunya. Begitu juga 
ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunnya haram dinikahi 
oleh suaminya. 
c) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, 
bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan 
perkawinan yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah 
berhubungan seksual. 
d) Anak perempuan mempunyai nasab(keturunan) yang jelas dari suami.35 
 Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik sehingga dapat 
melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup
36
. Hal ini, berdasarkan firman Allah; 
  … شِو رُ لْ وَ لْا شِ  نَّ رُو رُ شِا وَ وَ  ... 
Yang artinya : ”…dan pergaulilah mereka istri dengan baik…(an-Nisa’:19) 37”. 
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     .hlm.83. 
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 37 Departemen Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung : Gema 
Risalah Press. 2016. 
2) Hak Suami Terhadap Istri 
  Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok 
adalah: 
a) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat. 
b) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami. 
c) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan 
suami. 
d) Tidak bermuka masam di hadapan suami. 
e) Tidak menunjukan keadaan yang tidak disenangi suami.38 
3) Kewajiban Suami Terhadap Istri 
  Dalam kajian pembahasan tentang kewajiban seorang suami terhadap 
istri, ini merupakan bagian dari pada hak isteri atas suami, yang terdiri dari dua 
macam. Pertama, kewajiban finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua 
kewajiban  non finansial, seperti kewajiban untuk memberlakukan secara adil 
(apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan kewajiban 
untuk tidak menyengsarakan.
39
 Adapun pembahasan secara lebih detail lagi 
sebagi berikut; 
a) Kewajiban yang bersifat Materi 
                                                             
 
 38 Abdurrahman Ghozali,”Fiqh Munakahat”…, hlm. 41. 
 
 39 Sayyid Sabiq,  Fiqih Sunnah Jilid 3 , (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013),  hlm. 412. 
1) Mahar 
  Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada 
perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki 
yang mana menjadi kewajiban bagi seorang suami. Hak-hak yang harus 
diterima oleh isteri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk 
mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. 
Salah satunya adalah dengan memberikan Mahar kepada 
perempuannya. Mahar dalam bahasa Arab shadaq. Asalnya isim masdar 
dari kata asdaqa, masdarnya ishdaq diambil dari kata shidqin (benar).  
 Dinamakan shadaq memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah 
yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.
40
 
2) Nafkah 
  Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan 
isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya 
yang menjadi kebutuhan isteri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, 
karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-
senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu 
menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia 
tertahan untuk melaksanakan haknya,“Setiap orang yang tertahan untuk 
hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang 
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menahan karenanya”. Dalil diwajibkanya nafkah adalah firman Allah 
berikut ini: 
 َى َع َ ۚ َةَعبَض لَّراا لَّ ُِت  َْن  َداََر  ْهَمِا ۖ ِه َْ ِمبَك ِه َْاْوَح لَُّه َدَلَ َْ  َهْعِضُْر  ُتَادِااَوْاا َ
ف ُرْعَمْابِب لَّهُُهتَو ِْك َ لَّهُُهقْزِر َُها ِدُواْوَمْاا 
Artinya:“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 
kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan 
cara ma'ruf.”(QS. Al- Baqarah : 233)41. 
 
b) Kewajiban yang bersifat Non Materi 
  Dalam kewajiban yang bersifat Non Materi yakni bukan 
kebendaan. Berikut Bentuk-bentuk kewajiban non materi dari Nafkah 
Batin diantaranya; 
1) Mempergauli isteri dengan baik 
  Kewajiban pertama seorang suami kepada isterinya ialah 
memuliakan dan mempergaulinya dengan dengan baik, 
menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk isterinya yang 
akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar 
apabila ada yang tidak berkenan dihatinya. Hal ini sesuai dengan 
firman Allah SWT : 
 اُوب َْ َتِا لَُّه ُو ُضَْعت َلَ َ ۖ ب ًْرَك َءب َِّىاا اُوثَِرت َْن   ُْيَا ُّلَِح  َلَ اُوىَمآ َه  ِلَّاا بَهُّ َ  بَ 
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 Departemen Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Gema 
Risalah Press. 2016. 
 ۚ ِف ُرْعَمْابِب لَُّه  ُرِشبَع َ ۚ ٍةَىِّ َبُم ٍةَشِحبَ ِب َه ِْتأَ  َْن  لَِّلَإ لَُّه وُُمت َْتآ بَم ِضْعَبِب  
 اًر ِثَك اًر َْخ ِه ِف ُ لَّللَّا َلَعَْج  َ ًبئ َْش اوُ َرَْيت َْن  ٰى ََعَف لَُّه وُُمت ِْرَك ْنِإَف
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 
mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali 
sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali 
bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaul 
lah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak 
menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu 
tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya 
kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa’ :19).42 
2) Menjaga istrinya 
  Disamping berkewajiban mempergauli isteri dengan baik, 
suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan isterinya, 
mencegah isterinya jangan sampai hina, jangan sampai isterinya 
berkata jelek. 
3) Menggauli Istrinya 
 Berbicara nafkah batin sudah tentu harus benar-benar 
faham apa yang dimaksud dengannya. Jadi nafkah batin 
merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan 
psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, 
perlindungan dan lain sebagainya, yang bentuk konkretnya 
berupa persetubuhan (sexualintercource). Sehingga dalam 
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Gema 
Risalah Prsees. 2016. 
keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud 
justru hubungan sex.
43
 
  
 
 
 Namun, terkadang dalam hubungan sebuah rumah tangga ada beberapa 
hal yang dapat membatasi ruang gerak dan waktu dalam melaksanakan hak dan 
kewajibannya dalam porsinya masing-masing, terkait dalam perundang-
undangan yang ada dapat dilihat beberapa hal akibat dalam terhalangnya 
pemenuhan hak dan kewajiban berumah tangganya diantaranya;  
 Dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 “ Untuk melakukan 
perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat 
rukun sebagai suami istri.” Dilanjut alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 
huruf C PP No.9 tahun 1975 adalah “salah satu pihak melakukan mendapat 
hukuman penjara 5 (lima) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung”. Kekaburan dalam melakukan hak dan kewajibannya pun terjadi, 
hingga menguji ikatan perkawinan tersebut. 
 
 
 
                                                             
  
 43 Beni Ahmad Saebani,  Fiqih Munakahat 2,  ( Bandung: Pustaka setia, 2016 ) Hlm :12. 
BAB III 
GAMBARAN UMUM TENTANG RUTAN KLAS I SURAKARTA DAN 
NARAPIDANA 
 
A. Gambaran Umum Rumah Tahanan Klas I Surakarta 
1. Keadaan Geografis Kota Surakata 
 Surakarta merupakan salah kota besar di Provinsi Jawa Tengah. Kota 
Surakarta sering disebut juga dengan Kota Solo ini merupakan kota budaya 
dengan ciri khas budayanya yaitu batik dan keraton.  Keraton, batik dan Pasar 
Klewer adalah tiga hal yang menjadi simbol identitas Kota Surakarta. Eksistensi 
Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Pura Mangkunegaran sejak 1745 
menjadikan Solo sebagai poros, sejarah, seni dan budaya yang memiliki nilai 
jual. Nilai jual ini termanifestasi melalui bangunan-bangunan kuno, tradisi yang 
terpelihara, dan karya seni yang menakjubkan. Tatanan sosial penduduk 
setempat yang tak lepas dari sentuhan-sentuhan kultural dan spasial keraton 
semakin menambah daya tarik. Salah satu tradisi yang berlangsung turun 
temurun dan semakin mengangkat nama daerah ini adalah membatik. Seni dan 
pembatikan Solo menjadikan daerah ini pusat batik di Indonesia. Pariwisata dan 
perdagangan ibarat dua sisi mata uang, dimana keduanya saling mendukung 
dalam meningkatkan sektor ekonomi.
44
 
 
                                                             
 
 44 Buku Profil Kota Surakarta tahun 2002, hlm.2. 
 Secara geografis wilayah Kota Surakarta berada antara 110º45’15”- 
110º45’35” BT dan 7º36’00”- 7º56’00”LS dengan luas wilayah 44,04 Km² 
dengan batas-batas sebagai berikut :  
a. Batas Utara Kabupaten Boyolali.   
b. Batas Selatan Kabupaten Sukoharjo.    
c. Batas Timur Kabupaten Karanganyar.    
d. Batas Barat  Kabupaten Sukoharjo.
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 Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan seluas keseluruhan 44,04 km2 
dengan jumlah penduduk sesuai sensus tahun 2016 sejumlah 490.214 jiwa. 
Secara umum kota Surakarta merupakan dataran rendah dan berada antara 
pertemuan kali/sungai-sungai Pepe, Jenes dengan Bengawan Solo, yang 
mempunyai ketinggian ±92 dari permukaan air laut.
46
Kota Surakarta merupakan 
salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti 
Semarang maupun Yogyakarta. Wilayah Kota Surakarta atau lebih dikenal 
dengan Kota Solo.  
  
 Merupakan dataran rendah dengan ketinggian ± 92 m dari permukaan 
laut. yang terbagi dalam 5 kecamatan, yaitu : Kecamatan Laweyan, Serengan, 
Pasar kliwon, Jebres dan Banjarsari. Sebagian besar lahan dipakai sebagai 
                                                             
 
 45 Ibid. hlm.2. 
 46 Badan Statistik Kota Surakarta,  Statiscics of surakarta municipality,  2019 hlm. 4. 
tempat pemukiman sebesar 66%, Sedangkan untuk kegiatan ekonomi juga 
memakan tempat yang cukup besar juga yaitu berkisar antara 17% dari luas 
lahan yang ada. Suhu Udara di Kota Surakarta pada tahun 2019 berkisar antara 
22,7°C sampai dengan 39°C. Sedangkan kelembaban udara berkisar antara 60 
persen sampai dengan 88 persen. 
2. Sejarah Rumah Tahanan Klas I Surakarta 
 Munculnya sebuah konsep pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia 
tidak dapat dipisahkan dari sistem yang mendahuluinya, seperti halnya sejarah 
berdirinya Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta. Rumah Tahanan Negara 
Klas I Surakarta ini berdiri pada tahun 1878 dengan nama Rumah Penjara 
Surakarta, yang dalam pelaksanaannya masih menggunakan sistem balas 
dendam sehingga seolah – olah penjara dijadikan sebagai sarana pembalasan 
dendam dari negara terhadap orang yang melakukan tindak pidana dengan cara 
menghukum seberat –beratnya, bahkan yang lebih ironis lagi, hak – hak 
kebebasan serta kemerdekaanya juga turut dicabut. Dalam sistem ini, narapidana 
diisolasikan dari kehidupan bermasyarakat.  
Orang yang terkena hukuman dipandang sebagai individu yang rendah 
martabatnya sehingga tidak layak bersosialisasi dengan masyarakat.
47
 Realisasi 
dari sistem balas dendam dianggap sebagai sistem yang tidak manusiawi yang 
akhirnya memunculkan fenomena baru. Pada tahun 1964 terjadi perubahan 
sistem yang semula berfungsi sebagai alat balas dendam berubah menjadi sistem 
                                                             
 
 47  https://rutansurakarta.wordpress.com diakses 3 Maret 2019 
permasyarakatan yang lebih menekankan pada proses pembinaan yang 
diarahkan pada segi kepribadian sebagai perubahan sikap dan tingkah laku yang 
lebih baik. Namun, meskipun sistemnya telah berubah, nama Rumah Penjara 
masih tetap melekat dan menimbulkan kesan angker dan arogan yang masih 
mendominasi sampai sekarang.
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 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 11 Maret 1976 No. Y.S.4 
/2/23/1976 tentang pembentukan kantor Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga 
pada Kabupaten atau Kotamadya, maka Lembaga Pemasyarakatan Surakarta 
berkedudukan sebagai kantor Direktorat Jenderal Bina Warga dengan 
membawahi beberapa Lembaga Pemasyarakatan yang berada di eks Karesidenan 
Surakarta yang meliputi;  
 
 
Lembaga Pemasyarakatan Klaten, Lembaga Pemasyarakatan Boyolali, Lembaga 
Pemasyarakatan Wonogiri, dan Lembaga Pemasyarakatan Sragen.
49
 Surat 
Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 30 Juli 1977 No. Y.S. 4 / 6/ 3 tahun 
1977 tentang Penetapan Klasifikasi dan Balai BISPA, maka Lembaga 
Pemasyarakatan Surakarta berkedudukan sebagai Kantor Direktorat Jenderal 
Bina Tuna Warga juga sebagai Lembaga Pemasyarakatan Klas I. Pada tahun 
1983 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 16 Desember 
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1983 No. 03. UM. 01. 06 tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu 
sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka Lembaga Pemasyarakatan 
Surakarta disamping sebagai Lembaga Pemasyarakatan sekaligus sebagai 
Rumah Tahanan Negara (Rutan). 
3. Visi Misi Rutan 
a. Visi Rumah Tahanan Klas I Surakarta 
“ Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum” 
b. Misi Rumah Tahanan Klas I Surakarta 
1) Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas. 
2) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas. 
3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas. 
4) Mewujudkan penghormatan,pemenuhan,dan perlindungan HAM. 
5) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian 
Hukum dan HAM;serta 
6) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang 
profesional dan berintegritas. 
   Nilai –nilai yang dimiliki oleh Rumah Tahanan Klas I Surakarta; 
1) Profesionalitas 
 Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang 
bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui 
penguasaan bidang tugasnya,menjunjung tinggi etika dan 
integritas profesi. 
2) Akuntabel 
 Setiap kegiatan dalam rangka penyelengaraan 
pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 
sesuai dengan ketentuan atau  pertauran yang berlaku. 
 
 
3) Sinergi 
 Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan 
kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan 
para pemangku kepentingan untuk menemukan dan 
melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas. 
4) Transparan 
 Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses 
kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 
penyelenggaran pemerintahan,yakni informasi tentang 
kebijaksanaan,proses pembuatan dan pelaksanaanya, serta  hasil-
hasil yang dicapai. 
5) Inovatif 
 Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas 
dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan 
pemebaharuan dalam penyelelanggaraan tugas dan fungsinya. 
 
 
 
4. Struktur Organisasi Rutan 
 Dalam setiap lembaga pemerintahan yang ada memiliki struktur 
organisasi, adapun struktur dari pada Rumah Tahanan Klas I Surakarta
50
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 50 Data Kepegawaian 2019 Kasubsi Bimbingan Hukum dan Penyuluhan Rutan Klas I Surakarta. 
 5. Tugas dan wewenang 
 Dari bagan struktur organisasi RUTAN Klas I Surakarta dalam 
penyelenggaraannya dipimpin oleh seorang Kepala RUTAN yang bertugas 
melakukan pelayanan tahanan, pengelolaan keamanan dan tata tertib, serta 
melakukan pengesahan dan urusan tata usaha Rumah Tangga RUTAN. 
Kepala Rutan
Muhamad Ulin Nuha, 
A.Md.IP.,SH.,MM 
Kasi Pengelolaan
Sri Wahyuni, S.Sos 
Kasubsi. Umum
Slamet, SST
Kasubsi. 
Keuangan dan 
Perlengkapan
Lusita, S.Sos 
Kasi Pelayanan 
Tahanan
Solichin,  
A.Md.IP.,S.AP
Kasubsi Administrasi dan 
Perawatan
Fitroh Qomarudin, Amd.IP, 
SH
Kasubsi Bimbingan 
Hukum dan Penyuluhan
Ervans Bahrudin, Amd.IP
Kasubsi Bimbingan Kerja
David Saptoaji, 
Amd.IP.,S.H 
Kesatuan 
Pengamanan 
Rutan (KPR)
Andi Rahmanto, 
A.Md.IP.,SH
Kaur. Tata 
Usaha
Drs. Sutarjo
 Kepala Rumah Tahanan Negara dalam melaksanakan tugas, berfungsi 
sebagai mana layaknya suatu lembaga keamanan dibantu oleh tiga kepala seksi, 
yaitu : 
a. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, yang membawahi tiga sub seksi 
b. Kepala Seksi Pengelolaan RUTAN, yang membawahi dua sub seksi 
c. Kepala Seksi kesatuan pengamanan RUTAN, yang dibantu oleh staff 
keamanan 
d. Urusan Tata Usaha 
Adapun tugas dan fungsinya sebagai berikut : 
a. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan                                                 
Tugas   : Melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan 
pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan. 
Fungsi : 
1) Melakukan administrasi, membuat data statistik dan dokumentasi tahanan 
serta memberi perawatan dan pemeliharaan bagi tahanan. 
2) Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan. 
3) Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan 
  Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala seksi pelayanan 
tahanan dibantu oleh : 
1) Kepala sub seksi Administrasi dan perawatan.  
     Bertugas melakukan pencatatan tahanan dan barang-barang bawaan 
tahanan, membuat data statistik dan dokumentasi serta memberikan 
perawatan dan mengurus keadaan narapidana. 
2) Kepala sub seksi bantuan hukum dan penyuluhan.  
 Bertugas untuk mempersiapkan pemberian bantuan hukum dari 
penasehat hukum, memberikan penyuluhan yang menekankan pada 
pembinaan kepribadian. 
3)  Kepala sub seksi bimbingan kegiatan. 
 Bertugas untuk memberikan bimbingan kegiatan yang 
memekankan pada bidang pembinaan kemandirian bagi penghuni 
RUTAN. 
b. Kepala Seksi Pengelolaan 
Tugas : Mengurusi bidang keuangan, perlengkapan dan rumah tangga 
RUTAN. 
 
Fungsi : 
1) Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan,termasuk pengadaan, 
inventarisasi, penghapusan dan pelaporan perlengkapan yang ada di 
Rumah Tahanan Negara. 
2) Melakukan urusan Rumah Tangga dan Kepegawaian. 
c. Kepala Seksi Kesatuan Pengamanan 
Tugas : Memelihara keamanan dan ketertiban 
Fungsi : 
1) Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban RUTAN 
2) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan 
3) Memelihara keamanan dan ketertiban RUTAN 
4) Melakukan penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta 
memonitor tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan. 
5) Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban 
RUTAN. 
Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi kesatuan pengamanan 
RUTAN dibantu petugas pengamanan, yang bertugas serta bergiliran 
menurut waktu yang telah ditetapkan selama 24 jam. 
d. Urusan Tata Usaha 
Tugas : Mengurus segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dan 
kearsipan. 
 
6. Data Subtantif dan Data fasilitatif Rumah Tahanan Klas I Surakarta 
Tabel 1 
Bangunan yang ada di Rumah Tahanan Klas I Surakarta 
No. Bangunan Jumlah 
1. Blok Tahanan/Narapidana 3 
2. Blok Wanita 1 
  
 
 
 
 
 
Sumbe
r: Data 
Kasubs
i 
Bantua
n 
Hukum 
dan 
HAM 
a. K
e
a
d
aan Petugas Rumah Tahanan Klas I Surakarta berdasarkan Pendidikan. 
3. Ruangan Bimbingan Kerja 1 
4. Ruang Aula 1 
5. Ruang Pendidikan - 
6. Tempat Ibadah 2 
7. Ruang Perkantoran 14 
8. Ruang Kunjungan 1 
9. Ruang Gardu - 
10. Ruang Konsultasi 1 
11. Dapur 1 
12. Poliklinik 1 
13. Koperasi 1 
14. Pos Jaga 8 
15. Ruang Admisi Orientasi / AO / 
Mapenaling 
- 
16. Kamar Anak 2 
17. Garasi 1 
18. Sel Khusus 2 
19. Gudang 1 
20. Tower - 
Tabel 2 
Daftar Pendidikan Petugas Rutan Klas I Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
D
   Sumber: Data Kasubsi Bantuan Hukum dan HAM 
Dari data tersebut diatas dapat dilihat pegawai Rumah Tahanan Negara 
Kelas I Surakarta bahwa 79 orang pegawai adalah lulusan SMA/Sederajat, 46 
orang lulusan S1 (Sarjana), 4 orang lulusan S2 (Magister) dan 5 orang lulusan 
D3/Sederajat. 
 
7. Keadaan Rumah Tahanan dan Narapidana 
  Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surakarta ini terletak di tengah kota 
tepatnya di jalan raya Slamet Riyadi No. 18 Surakarta dengan luas tanah 8.110 
m
2
 dengan daya tampung 298 orang. Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I 
dengan wilayah wewenang meliputi Kotamadya / Daerah Tingkat II Surakarta, 
No PENDIDIKAN JUMLAH 
1 S 1 43 
2 DIPLOMA III 10 
3 SMA 103 
4 SMP - 
5 SD - 
6 S2 7 
JUMLAH 163 
Daerah Tingkat II Sukoharjo dan Daerah Tingkat II Karanganyar yang kini 
namanya menjadi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten 
Karanganyar. Batas-batas Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta ini adalah   
a. Sebelah utara Gang Kampung Baru.  
b. Sebelah selatan Jl. Raya Slamet Riyadi.  
c. Sebelah barat dibatasi Gang antara Rumah Tahanan ( Rutan ) dengan   Bank 
BPD.  
d. Sebelah timur dibatasi jalan antara Rumah Tahanan ( Rutan ) dengan Bank 
Mandiri.   
  
 
 
 Terdapat berbagai macam fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh  
warga binaan permasyarakatan. Diantaranya meliputi masjid, ruang gereja, 
ruang poliklinik, dapur, lapangan olahraga, ruang pendidikan, ruang 
perpustakaan, ruang serbaguna. Dalam hal bimbingan narapidana memperoleh 
bimbingan yang disediakan dari rutan maupun dari pihak LSM dari luar rutan.  
 Mulai dari kegiatan keagamaan, pelatihan memasak, pelatihan 
kerajinan, pelatihan menjahit, pelatihan produk kreatif, karawitan dan lain 
sebagainya. Kegiatan ini berguna untuk melatih kemampuan dan bakat warga 
binaan permasyarakatan. Serta sebagai sarana melatih jiwa kemandirian dan 
kewirausahaan. 
 Dalam Rutan Klas 1 Surakarta terdapat penempatan blok-blok 
narapidana maupun tahanan yang dibagi sebagai berikut : 
a) Blok A, merupakan blok yang disediakan khusus untuk narapidana 
maupun tahanan yang berjenis kelamin perempuan. Dalam blok ini 
hanya khusus untuk perempuan dan tidak dibedakan jenis kasusnya. 
b) Blok  B, dalam blok ini dihuni oleh warga binaan laki-laki yang masih 
memiliki status tahanan. Tahanan disini merupakan warga binaan yang 
masih menjalani proses persidangan sehingga belum mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 
 
c) Blok  C, dalam blok ini dihuni oleh narapidana berjenis kelamin laki-
laki. Narapidana disini merupakan warga binaan yang sudah diputus 
bersalah dalam persidangan dan sudah ditetapkan sebagai terpidana
51
. 
d) Blok D merupakan blok yang dihuni oleh warga binaan  kriminal 
khusus yaitu  jenis kasus narkoba dan narkotika. 
 Jumlah penghuni Rutan Klas 1 Surakarta hingga penelitian ini 
dilaksanan yaitu pada bulan Desember tahun 2019 berjumlah 693 orang terdiri 
dari 353 tahanan dan 324 narapidana. Berikut adalah tabel jumlah penghuni 
Rutan Klas 1 Surakarta terhitung pada bulan Desember tahun 2019 : 
Tabel 3 
Jumlah Warga Binaan Permasyarakatan di Rutan Klas 1 Surakarta 
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 Nur Rahman, Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan, Wawancara Pribadi, 10 April 2019, 
jam 09.00 – 10.00 WIB. 
Jenis Kelamin 
Narapi
dana 
Tahanan 
Narapida
na Anak 
Tahanan 
Anak 
Jumlah 
Laki –Laki 298 330 8 8 644 
Perempuan 26 23 - - 49 
Jumlah 324 353 8 8 693 
Sumber : Data Penghuni Per-UPT Kanwil Jateng
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B. Hak dan Kewajiban Suami Terpidana di Rumah Tahanan Klas I Surakarta 
1. Hak Suami Terpidana di Rumah Tahanan Klas I Surakarta  
 Di dalam Rutan Klas 1 Surakarta terdapat fasilitas yang dapat 
dimanfaatkan dalam rangka berkomunikasi dengan keluarga di rumah. berikut 
adalah hak narapidana yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban 
narapidana sebagi seorang suami : 
a) Setiap warga binaan pemasyarakatan berhak untuk dijenguk oleh pihak 
keluarga pada jadwal yang sudah ditentukan oleh Rumah Tahanan. 
Jadwal untuk warga binaan dengan jenis kasus khusus yaitu narkoba dan 
narkotika  pada hari rabu dan sabtu. Sedangkan warga binaan dengan 
jenis kasus umum dapat dijenguk pada hari senin, selasa, kamis dan 
jumat. Keluarga yang menjenguk berhak membawa makanan, minuman, 
bekal serta uang saku untuk warga binaan. 
                                                             
 52 http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil diakses 1 Desember 2019. 
b) Setiap warga binaan permasyarakatan berhak untuk menghubungi 
keluarga dengan waktu yang sudah ditentukan oleh petugas. Warga 
binaan mendapat fasilitas wartel (warung telepon) dengan biaya yang 
sudah ditentukan.
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c) Setiap warga binaan berhak untuk mendapatkan pelatihan skill dan juga 
pembinaan rohani yang mana di bina secara intensif oleh Kasubsi 
Bantuan Hukum dan HAM Rutan Klas I Surakarta. Adapun pelatihan 
skill yang berada di Binaan Kerja atau sering disebut dengan BINKER
54
. 
 2. Kewajiban Suami Selaku Terpidana di Rumah Tahanan Klas I Surakarta 
  Ketika seorang suami dipenjara maka dia telah kehilangan 
kemerdekaannya untuk bebas melakukan aktivitas kesehariannya. Segala 
aktivitasnya akan dibatasi hanya dalam ruang lingkup rumah tahanan saja. 
Begitupula dengan pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang suami  yang 
tidak bisa dijalankan dengan maksimal serta penerimaan hak yang seharusnya 
di terima secara langsung dalam satu aktivitas. Beberapa cara dilakukan oleh 
suami  untuk memenuhi tugasnya sebagai kepala keluarga meskipun berstatus 
warga binaan Rumah Tahanan Klas I Surakarta: 
a) Setiap warga binaan wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku 
didalam Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Rumah Tahanan Klas I 
                                                             
 
 53 Observasi Kehidupan Narapidana di Rutan Klas 1 Surakarta, di Surakarta, 28 November  
2019.  
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Slamet, Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan, Wawancara Pribadi,  27 November 2019, 
jam 09.00 – 10.00 WIB. 
Surakarta, dengan bersikap kooperatif terhadap peraturan yang ada 
maka warga binaan akan memperoleh remisi masa tahanan yang ada 
serta mempercepat bertemu dengan istri,anak dan kerabat. 
b) Waraga binaan yang sudah termasuk bagian dari Binker, Takmir 
masjid, Tamping wajib mengikuti seluruh agenda pelatihan skill yang 
ada. Dengan mengikuti seluruh agenda yang ada warga binaan mampu 
memperoleh premi yang ada dan dapat di gunakan untuk kebutuhan 
sendiri atau nafkah bagi istri, anak dan kerabatnya. 
c) Setiap warga binaan yang ada wajib menemui pembesuk yang ada. 
Baik itu istri, anak serta kerabatnya dengan ini warga binaan mampu 
melakukan kewajibanya sebagi suami dalam memberikan 
perlindungan, pendidikan agama, nafkah batin berupa kasih sayang 
terhadap istri, anak dan kerabatnya.
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 Sesuai data yang diketahui di Rutan Klas 1 Surakarta terdapat 
298 Narapidana laki-laki yang dipenjara di Rutan ini. Dari 298 
Narapidana tersebut terdapat 148 warga binaan saja yang 
berkeluarga.
56
 Serta dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil 
10% responden sebagai informan.  
                                                             
  
 55 Observasi agenda narapida di Rumah Tahanan Klas I Surakarta, 20 November 2019. 
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 Riana , Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan, Wawancara Pribadi,  28 November 2019, 
jam 09.00 – 10.00 WIB. 
  Responden tidak dipilih berdasarkan kasus yang mereka alami, hal ini 
dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat mewakili seluruh karakter 
kehidupan keluarga para narapidana secara keseluruhan. Berikut data dari 
pada narapidana yang menjadi responden dalam penelitian ini ; 
Tabel 4 
Daftar Responden Rutan Klas I Surakarta 
No. 
NAMA 
INISIAL 
KASUS HUKUMAN 
STATUS 
KELUARGA 
1 DS Narkoba 8 Tahun Masih 
2 HK Narkotika 5 Tahun Masih 
3 SM Narkotika 5 Tahun Masih 
4 TN 378 KUHP 1 Tahun 2 Bulan Masih 
5 JH 363 KUHP 1 Tahun Cerai 
6 YP Narkoba 2 Tahun Cerai 
7 SG Narkoba 8 Tahun Masih 
8 TH Narkotika 5 Tahun Masih 
9 SA 363 KUHP Belum Putusan Masih 
10 SN 378 KUHP 6 Bulan Masih 
11 EP 378 KUHP 1 Tahun 2 Bulan Masih 
12 SR 351 KUHP 8 Tahun Cerai 
13 DV 365 KUHP 10 Bulan Cerai 
14 RS 378 KUHP 1 Tahun 6 Bulan Proses Cerai 
Su
mb
er 
Data: Hasil Wawancara 28 November 2019 di Rutan Klas I Suarakarta 
 
3. Upaya suami dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban 
 Berdasarkan hasil dari wawancara bersama narapidana laki-laki yang sudah 
berkeluarga di Rutan Klas 1 Surakarta berkaitan dengan pemenuhan hak dan 
kewajibannya selaku seorang suami dalam rumah tangga terdapat beberapa cara dan 
upaya yang mereka lakukan agar maghlihai rumah tangganya tetap utuh, diantaranya ; 
1. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, seperti saling menghormati, saling 
mencintai, setia, saling mendukung, menjaga rahasia rumah tangga serta 
bersama-sama mendidik anak semuanya dapat terlaksana meskipun para 
narapidana tersebut berada dalam keterbatasan ruang gerak. Kebijakan-
kebijakan yang diberikan oleh Rumah Tahanan telah cukup membantu dalam 
memenuhi hal-hal tersebut. Akan tetapi dalam pemenuhan kebutuhan seksual 
antara suami istri yang sah tidak dapat dilakukan karena tidak adanya kebijakan 
Rumah Tahanan maupun peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut. 
 
 
2. Pemenuhan kewajiban suami selaku terpidana, sebagian narapidana tetap 
memberikan nafkah kepada istrinya serta keluarga dan sebagian lagi tidak dapat 
memenuhi hal tersebut. Bagi narapidana yang masih memberikan nafkah untuk 
15 YS 365 KUHP 10 Bulan Cerai 
istrinya disebabkan suami berkesempatan mendapatkan fasilitas bimbingan kerja 
(BINKER) di Rumah Tahanan (RUTAN) Klas I Surakarta, hasil dari bimbingan 
kerja (BINKER) yaitu Premi. Hal ini dapat dipergunakan narapidana untuk 
memberi uang jajan untuk sang anak ataupun keperluan istri di rumah sesuai 
kemampuan suami.  
 Namun tidak semua narapidana laki-laki sebagai suami dapat 
memberikan nafkah berupa uang terhadap istrinya, ada dari mereka 
mempergunakan cara transaksi jual beli rokok terhadap sesama warga binaan 
untuk tetap mendapatkan pemasukan uang. Selebihnya narapidana yang lain 
menggunakan cara dengan penguatan moril antara suami istri.  
3. Pemenuhan hak suami selaku terpidana, kesempatan bagi narapidana saat 
berkomunikasi dengan istri digunakan sebagai kesempatan untuk mempererat 
hubungan dalam rumah tangga disaat terjadi ujian terhadap hubungan suami 
istri. Dengan menunjukan ketaatan seorang istri melaksanakan pesan-pesan yang 
diamanahkan dari sang suami serta menunjukan sikap dan prilaku yang baik 
kepada suami. Dalam menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga, istri dari 
warga binaan tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara utuh, karena 
untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga seorang istri dan suami 
harus berada dalam satu keseharian rumah tangga. 
 Terkadang ujian hidup yang mereka lewati menjadi penguat dalam hubungan 
bersama istri dan keluarga terbukti dari responden yang tetap menjalankan sanksi 
hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, namun disisi lain tugas fitrah menjadi 
seorang suami bagian dari hal yang utama dalam hidup mereka semua sesuai dengan 
apa yang di tuturkan 10 responden yakni: DS,HK,SM,SG,TH,SA,SN,EP,TN dan ST.  
 Hasil wawawancara bersama mereka semua membuahkan hasil yang cukup 
menarik dalam penelitian ini. Para suami ini meskipun sadar akan tindakan kekeliruan 
yang mereka jalani, mengerti bahwa mereka salah, menjadikan mereka pribadi yang 
lebih kuat lagi dalam menyandang status kepala keluarga. Garda depan yang mereka 
bangun agar rumah tangga tetap utuh adalah salah satu hal yang mulia.
57
 Seraya 
memperbaiki diri 10 responden yang masih memiliki hubungan baik bersama istrinya 
dan keluarga menyepakiti bahwa ada kekaburan dalam pelaksanaan kewajiban mereka 
dari yang awalnya dapat memberikan nafkah baik batin ataupun lahiriyah, dari 
melindungi keluarga secara utuh hingga menghabiskan waktu bersama. Sebaliknya pun 
sama hak yang mereka terima tidak utuh seperti apa yang sudah dijalani selama ini. 
Sedangkan untuk para narapidana lain yang mana telah bercerai mereka menuturkan 
bahwa ketidak cocokanlah yang dominan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 57 Narapidana, Responden , Wawancara Pribadi,  28 November 2019, jam 10.00 – 11.00 WIB. 
BAB IV 
ANALISIS TINJAUAN KHI TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI 
TERPIDANA 
 
A. Pemenuhan hak dan kewajiban suami sebagai narapidana menurut KHI di 
Rumah Tahanan Klas I Surakarta 
 Dengan ditetapkannya Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman 
penyelesaian perkara-perkara tertentu di Pengadilan Agama melalui Instruksi 
Presiden No. 1 tahun 1991 maka sangat menarik untuk meninjau hak dan 
kewajiban suami yang menjalani masa tahanan. Dalam posisi demikian 
keputusan untuk meninjau hak dan kewajiban seorang yang menurut ketentuan 
pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada 
seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang 
dijatuhkan itu dapat berupa; Pidana mati, pidana penjara, kurungan, serta denda. 
Hal ini akan semakin menarik untuk dibahas.
58
 Hubungan suami istri dalam 
rumah tangga suami diikat dengan  kewajiban dan hak, begitu pula istri 
mempunyai hak.  
 Di balik itu suami memiliki beberapa kewajiban dan begitu pula istri 
memiliki beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri 
dalam kehidupan rumah tangga itu menjadi pokok dalam kehidupan berkeluarga 
yakni sama-sama  menjaga keutuhan, kebahagian dan kejayaan keluarga.  
                                                             
 
 58 Teguh,”Hukum Pidana”, ( Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015 ).   
Kalau suami jadi raja dalam rumah tangga, maka sang istri adalah ratunya.
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Islam mengajarkan pada umatnya bahwa perkawinan merupakan rentetan awal 
dari pembentukan serta pembinaan keluarga. Tetapi tidak semua kondisi 
mendukung dalam menjalani hak dan kewajiban dalam dunia rumah tangga. 
Seperti halnya kondisi seorang suami sekaligus kepala keluarga, yang menjalani 
hidupnya selaku manusia dengan suatu pembekalan fitrah.
60
  
 Dalam proses penciptaan diri manusia dari sinilah peran sebagai manusia 
di duniawi  mendapatkan babak pengujian peran pentingnya dalam mengemban 
jabatan selaku kepala keluarga yang mempunyai kewajiban penuh untuk 
membimbing keluargnya. Yang ditunjang dengan pemenuhan kebutuhan yang 
baik dan ideal. Pada zaman modern ini tuntutan kehidupan terkadang membuat 
seorang suami melakukan tindakan kekeliuran di dalam bersosial bermasyarakat 
ataupun mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kekeliuran ini 
sangat tidak di benarkan dalam tindakan seorang suami dalam alasan apapun. 
Seorang suami melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan secara 
sengaja atau tidak sengaja, sehingga tindakan ini masuk kedalam tindakan 
pelanggaran hukum yang membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib 
menjalani hukuman kemudian disebut dengan narapidana.
61
 Penahanan 
(Detention) yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan salah 
                                                             
  
 59 A.Mustofa bisri,”Fikih Keseharian Gus Mus”, (Surabaya:Khalista,2006),hlm.252 
 
60
Muh.Khamdan menyatakan fitrah sebagai keistimewaan manusia meliputi; keimanan, 
kemampuan membedakan baik dan buruk, keingintahuan, dorongan biologis, sifat manusiawi. Lihat Muh 
Khamdan, Islam dan Narapidana  ( Jawa Timur : CV Garuda Mas Sejahtera 2012 ) hml 1-2. 
 
61
 Junaedi,Farid.”Memanusiakan Manusia Pilihan(sebuah catatan singkat petugas yang biasa 
disebut sipir)”.(Yogyakarta:CV.Budi Utama.2017), hlm.51. 
 
satu cara yang sah atau legitimate  dalam rangka penegakan hukum.
62
 Namun, 
disisi lain hak dan kewajiban sebagai seorang suami dalam rumah tanggapun 
tidak serta merta gugur dan lepas kendali begitu saja dengan status barunya 
sebagai warga binaan. Hak dan Kewajibanya yang terdahulu sebagai suami 
sekaligus kepala keluarga yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang 
didengungkan melalui Instruksi Presiden Tahun 1991 tetap dapat dilakukan oleh 
para warga binaan Rumah Tahanan Klas I Surakarta. Meskipun keadaan di 
tempat penelitian membuktikan adanya ketimpangan dalam pemenuhan hak dan 
kewajiban seorang suami yang berstatus narapidana dalam menjalankan 
tugasnya. Dari lima belas (15) responden warga binaan yang terlibat dalam 
penelitian ini, terdiri dari warga binaan laki-laki telah menikah yang berstatus 
lima (5) orang narapidana masa tahanan di atas lima (5) tahun, lima (5) orang 
narapidana masa tahanan dibawah lima (5) tahun, lima (5) orang narapidana 
yang telah atau sedang menjalani proses perceraian. Beliau semua tetap 
mengemban tugasnya sebagai kepala keluarga ataupun tanggung jawabnya pasca 
perceraian terjadi. Realitanya kekaburan dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan 
kewajibaanyapun tetap terjadi. 
 Sebagaimana yang terjadi oleh 10 Responden yakni Bapak DS, 
HK,SM,SG,TH,SA,SN,EP,TN dan DT. Yang mana tetap menjalankan 
kewajibannya sebagai seorang suami meskipun berstatus narapidana yang dapat 
dilakukan di balik jeruji besi diantaranya, dalam hal ini dilihat dari kasat mata 
Kompilasi Hukum Islam yaitu; 
                                                             
 62 Andrey Sujatmoko,”Hukum HAM dan Hukum Humanitier”, (Jakarta:PT. 
RajaGrafindo,2015),hlm.55. 
1. Pengamalan Pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) terkait suami menjadi seorang 
pembimbing, pendidik keagamaan dan melindungi istri dan keluarganya 
yang mana masih tetap bisa dilakukan melalui saluran telekomunikasi 
fasilitas Rumah Tahan Klas I Surakarta, baik via Warung Telepon atau 
WARTEL ataupun pada saat jam kunjungan. 
2. Sedangkan Pasal 80 ayat (4) kewajiban terkait Nafkah,Kiswah dan 
tempat tinggal dari setiap istri masing-masing responden membebaskan 
suaminya dari kewajiban terhadap dirinya dikarenakan terjadinya 
penahanan dalam proses penengakan hukum yang telah diatur dalam UU 
No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan hal yang dilakukan istri 
selaras dengan Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun 
kebijakan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, para responden 
tetap memberikan kewajibannya dari segi meninggalkan nafkah 
maskanah (tempat tinggal) terhadap istri dan keluarganya sebelum 
mereka dipenjara, nafkah batin psikologis cinta, kasih sayang, perhatian 
dan kesetiaan yang disalurkan ketika adanya jam kunjungan di setiap 
jadwal yang sudah ditentukan. Adapun dari responden yang tetap 
berusaha memberikan nafkah materi berupa uang kepada istri dan 
keluarganya diantaranya, TH,SA dan EP dengan menggunakan hasil 
uang Premi yang didapat. 
3. Terkait Pasal 81 ayat (1) dan (4) sudah dipenuhi sebelum para responden 
menjajaki dunia bui. 
4. Pasal 89 tidak dapat terpenuhi dikarenakan peraturan yang berlaku dalam 
Rumah Tahanan Klas I Surakarta yang mana membatasi barang bawaan 
yang dibawa warga binaan dalam menjalani proses sanksi hukum. 
Selain dari pada beban kewajiban saja yang harus dilaksanakan ada pula 
hak seorang suami yang perlu terpenuhi meskipun seorang suami dalam balik 
jeruji besi. Agar tetap menjaga keutuhan rumah tangga yang dibina harus ada 
hubungan keseimbangan dalam hak dan juga kewajiban. Adapun hak suami 
terpidana yang diusahakan istri agar tetap terpenuhi sesuai dengan Kompilasi 
Hukum Islam; 
1. Menurut Pasal 83 ayat (1) tindakan istri yang mana hendaknya 
berbakti lahir batin kepada suami telah dilaksanakan dan dipenuhi 
oleh para istri responden  melalui memaafkan kesalahan suami, 
menerima kekurangan ataupun kekhilafan suami serta tetap 
menghargai suami sebagai kepala rumah tangga dan ayah dari 
anak-anaknya meskipun berstatus narapidana. Serta  memberikan 
dukungan secara moral kepada suami agar tetap menjalani proses 
penegakan hukum yang berlaku serta merta mempermudah untuk 
melakukan adaptasi di RUTAN Klas I Suarakata melalui 
pemanfaatan hak suaminya sebagai warga binaan yang 
mengadakan hubungan luar dengan fasilitas yang sudah diberikan 
oleh lembaga pemasyarakat meskipun secara terbatas. 
2. Meskipun terbatas oleh peraturan RUTAN Klas I Surakarta 
dengan diisolasikannya suami dari dunia masyarakat dan 
keluarga, namun istri para responden tetap mengamalkan Pasal 
83 ayat (2) tentang pengaturan keperluan rumah tangga dan 
sehari-hari takhayal di laporkan kepada suami agar tetap ada 
kepercayaan diantara keduanya walaupun jarak dan waktu yang 
memisahkan. 
3. Menyadari dari pada apa yang terjadi dengan masuknya suami 
dalam dunia bui menjadikan istri bertanggung jawab dalam 
menjaga harta bersama,hartanya sendiri dan keluarganya. Hal ini 
sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 90 Kompilasi 
Hukum Islam. 
 Selebih dari hak dan kewajiban yang telah dilakukan suami istri tersebut, 
dalam butir-butir ayat Kompilasi Hukum Islam terdapat pula hak dan kewajiban 
bersama diantara keduanya,yaitu; 
1. Kewajiban suami istri dalam memikul tugas yang luhur untuk 
menegakan rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah 
sesuai dengan pasal 77 ayat (1) dari lima (5) responden yakni 
DS,HK,TH,SN dan EP menuturkan meskipun adanya kejadian 
yang menimpa keluarganya, namun tetap bisa menjaga tujuan 
rumah tangganya. Sedangkan empat (4) responden yang lain 
yakni SM,SG,SA dan TN menyesali perbuatannya berimbas 
merusak warkah makna sakinah dalam rumah tangganya. Dan 
untuk RG yang menjalani proses perceraian menjabarkan bahwa 
tujuan pernikahannya sudah tidak dapat diamalkan sebagaimana 
mestinya akibat tidak ada lagi pemahaman akan hak dan 
kewajiban masing-masing. 
2. Pada Pasal 77 ayat (2) disambung mengenai sistem mubadalah 
atau kesalingan diantara keduanya baik dari segi tetap 
mencintai,menghormati dan memberikan bantuan dukungan 
support moral selama proses penegakan hukum yang dialami 
sang suami. 
3. Sedangkan Pasal 77 ayat (3) menimbulkan ketimpangan 
kewajiban yang harus diemban istri dalam mengasuh dan 
memelihara anak-anak mereka secara sendiri baik pemahamaan 
akan sang ayah yang berada di balik jeruji besi ataupun menjaga 
psikis anak dengan membohonginya, pegadaan segala upaya agar 
tumbuh kembang anak tidak terganggu dilakukan istri setiap hari, 
sejatinya para responden tetap berusaha melakukan tugasnya 
dengan segala keterbatasaan yang ada. 
4. Dengan landasan kepercayaan maka yang termaktub pada Pasal 
77 ayat (4) akan terlaksana, seluruh responden berusaha menjaga 
kehormataanya didalam masa tahanan, sedangkan menaruh 
seluruh kepercayaan kepada istri di rumah bahwa mereka juga 
menjaga kehormatannya demi suami menjadi alasan kuatnya 
pernikahan mereka. Beda halnya dengan JH yang mana istrinya 
tidak dapat menjaga dirinya selama JH menjalani hukuman 
dengan berdandan atau tabarruj melebihi batas yang memancing 
adanya Pria Idaman Lain (PIL). Hal yanng dialami oleh JH 
menimbulkan retaknya rumah tangga dan melahirkan perceraian 
yang sesuai dengan Pasal 77 ayat (5) KHI. 
 
5. Sedangkan Pasal 78 ayat (1) dan (2) dari seluruh responden telah 
melakukannya dan memenuhinya sebelum terjadinya ujian yang 
mengalami keluarga para responden. Lain halnya yang dilakukan 
DS dan EP melakukan pemindahan tempat tinggalnya demi psikis 
anak dan keluarga dari sanksi masyarakat berupa cemoohan yang 
mana ditentukan sesuai ayat (2) dilakukan melalui kesepakatan 
bersama suami istri. 
Konsep terkait hak dan kewajiban suami istri tak hanya sebatas ketika 
hubungan berlangsung, melainkan dalam hal ini terjadi perceraian juga terdapat 
akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh keduanya terutama dalam hal 
perceraian yang meninggalkan anak, terdapat lima (5) responden yang telah 
melakukan perceraian dan satu (1) yang sedang menjalani proses perceraian, dan 
telah diatur dalam KHI diantaranya sebagi berikut; 
1. Dari para responden JH,YP,YS, dan DV pemeliharaan anak 
mereka dibawah hak ibunya dikarenakan sang anak yang belum 
mummayyiz atau belum berumur 12 Tahun hal ini selaras dengan 
Pasal 105 huruf a KHI. 
2. Untuk Pasal 105 huruf b dialami oleh RS dan SR yang mana anak 
mereka memilih untuk tinggal bersama kerabat terdekat mereka 
dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan mencari uang 
tambahan sendiri. 
3. Terkait biaya pemeliharaan yang ditanggung oleh sang ayah tidak 
dapat terlaksanakan dikarenakan keterbatasan status ayahnya 
yang menyandang sebagai warga binaan. Hal ini menjadikan 
tidak dapat sesuai dengan Pasal 105 huruf c. 
4. Dari seluruh responden yang telah mengalami perceraian dalam 
rumah tangganya merupakan cerai gugat oleh sang istri. Maka 
untuk pengamalan pasal 149 tidak dilaksanakan. 
5. Dan setelah putusannya perkawinan diantara keduanya dari para 
responden  tetap berusaha menjaga komunikasi demi tumbuh 
kembang anak yang masih dibawah umur dan juga selebih istri 
dekat dengan pria lain sudah tidak dipedulikan oleh para 
responden. Untuk perwujudan Pasal 151 tergantung dari pihak 
masing-masing. Ada satu (1) dari enam (6) istri yang 
melanggarnya. 
B. Kendala Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Selaku Terpidana 
di Rumah Tahanan Klas I Surakarta 
 Setiap orang tanpa terkecuali, memiliki hak untuk bebas dan tidak ditahan secara 
sewenang-wenang. Kedua hal tersebut merupakan bagian Hak Asasi Manusia atau 
HAM. Namun demikian, penahanaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku merupakan salah satu cara yang sah dalam penegakan hukum. Demi 
memberikan sanksi hukum yang diberikan dan warga binaan pemasyarakatan 
menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam 
pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertangggung 
jawab hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan. Segala tugas baik kewajiban serta hak yang diterima, telah dilakukan 
oleh seorang suami yang berstatus narapidana adalah segala upaya untuk tetap 
mempertahankan rumah tangganya agar tetap utuh. Dari seluruh responden berupaya 
untuk melakukan apa yang dapat dilakukan oleh mereka meskipun terhalang oleh  
system, organisasi,visi,misi dan tujuan dari system pemasyarakatan yang telah diatur 
dengan lugas dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Seorang suami 
yang sedang mejalani hukuman didalam penjara tentu tidak dapat menjalankan 
aktifitasnya untuk keluarga secara utuh. Kendala yang menyandung mereka berbagai 
macam wujudnya dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya.  
 Adapun kendala yang berawal dari waktu yang terbatas, hal ini menimbulkan 
ketimpangan dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai seorang 
suami, pengadaan waktu yang singkat yang diberikan oleh lembaga pemasyarakat 
kepada warga binaan yang ada untuk tetap melakukan hubungan luar dalam 
pengawasan sipir menjadi wadah yang benar-benar dimanfatkan oleh para responden 
atau warga binaan. Waktu ini hanya ada ketika masa kunjungan di Aula Rumah 
Tahanan Klas I Surakarta dengan durasi satu kali kunjungan terhitung 60 menit saja 
untuk bertatap muka sesuai jadwal yang ada, waktu ini mayoritas dipergunakan untuk 
melepas rasa rindu terhadap keluarga dan sanak saudara yang membesuk mereka.  
 Saling memberikan dukungan ketika bertemu menjadi pemandangan hangat di 
Aula Rumah Tahanan Klas I Surakarta, membawakan segala kebutuhan sang suami 
menjadi tugas baru bagi istri dan keluarga baik itu berupa makanan, minuman hingga 
uang saku, ketika para istri dan keluarga tidak dapat membesuk kelebihan uang saku 
pribadi inilah yang dipergunakan ketika ingin berkomunikasi lewat warung telepon. Tak 
hayal  kendala berikutnya adalah terkait finansial. Tidak semua memiliki uang saku 
untuk tetap bertahan dalam dunia dibalik jeruji besi meskipun hanya untuk memenuhi  
kebutuhan pribadi. Ada sebagian dari responden atau warga binaan yang mendapatkan 
premi atau upah dari apa yang mereka lakukan misalnya ikut menjadi bagian dari 
pelatihan Binaan Kerja atau Binker, Tahanan Pendamping atau Tanping hingga Takmir 
Masjid.  
 Uang yang diperoleh inilah yang kadang digunakan untuk diberikan kepada istri 
dan juga keluarganya. Disisihkan sebagian untuk kebutuhan pribadinya seperti peralatan 
mandi, makan, rokok dan lainnya. Bagi mereka yang tidak menjadi bagian dari pada 
keanggotaan tadi mereka berusaha memutar otak dengan menjual rokok yang mereka 
punya agar tetap memiliki uang. Ada juga yang berhutang demi tetap memegang uang. 
Kendala – kendala inilah yang harus di lewati warga binaan Rumah Tahanan Klas I 
Surakarta. Kendala yang bersifat psikis pun juga timbul dari teman-teman warga binaan 
lain yang kadang tidak diketahui mana yang cukup baik untuk membawa kearah yang 
lebih baik lagi. Hal ini tak jarang menganggu keadaan usaha yang dilakukan oleh 
seorang suami yang tetap menjaga komitmen terhadap keluarganya agar berusaha 
bertanggung jawab bagi istri dan keluarganya.  
 Bujukan untuk tetap terjerembab dalam lubang hitam bukan lagi hal yang asing. 
Namun walaupun demikian mereka para responden tetap yakin, mereka telah berusaha 
dijalan yang terbaik untuk bertaubat dan juga memenuhi kewajiban sebagai pemimpin 
keluarga yang selaras dengan hak yanng mereka terima. Selain dari kendala yang telah 
dijabarkan terdapat juga kendala yanng menurut para responden dalam penelitian ini 
adalah kendala internal dari keluarga sendiri seperti tidak berkomunikasi sama sekali 
tanpa alasan yang jelas dan menjadikan narapidana tidak pernah dikunjungi baik oleh 
istri, anak maupun kerabatnya. Hal ini biasa terjadi tatkala narapidana pertama kali 
memasuki dunia bui, ada yang memaparkan karena memang sang suami yan meminta 
dan ada pula yang menjabarkan bahwa sang istrilah yang menimbulkan permasalahan 
internal keluarga ini. 
C. Upaya Yang dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Tersebut 
 Setelah beberapa kendala yang terjadi selama masa penahanan yang ada para 
warga binaan mempunyai caranya masing-masing dalam mengatasi setiap hambatan 
dalam rumah tangganya. Dalam mengatasi kendala waktu yang terbatas para responden 
berupaya agar mengadakan komunikasi secara rutin, dengan fasilitas yang sudah 
disediakan oleh lembaga pemasyarakatan. Dari seringnya telepon maksimal sehari 
sekali untuk tetap mengabari keluarganya yang dirumah atau memanfaatkan waktu jam 
kunjungan untuk menjalankan kewajiban sebagi seorang pembimbing, pendidik 
keagaaman ataupun pelindung.  
Secara sadar mereka mengakui bahwa mereka memiliki banyak kekurangan, kesalahn 
kekhilafan namun disisi lain mereka tetap berusaha agar menjadi imam hidup yang baik. 
Melalui adanya pengujian ini para responden yakin akan ada banyak hikmah yang dapat 
diambil dan diserap bagi keluarganya terutama bagi mereka masing – masing untuk 
kehidupan kedepannya.  
 Upaya lain terkait kendala finansial adalah contohnya warga binaan TN yang 
tidak mendapatkan program apapun, dia mencoba untuk tetap berdagang rokok 
meskipun tidak banyak. Pengahsilan inilah yang dijadikan untuk memberi uang jajan 
kepada anaknya, kebutuhan istri walaupun hanya Rp.10.000,- bukan dari jumlahnya 
melainkan niat serta usahanya, sang istri menerima dan memaklumi keadaan yang 
sedang dialami oleh sang suami. Selain dari pada TN ada juga SG yang hanya mampu 
memberikan penguatan kepada sang istri dengan mengingatkan agar tetap tabah dan 
menjalani keadaan yang sekarang. Sisanya responden yang lain diterima sang istri 
apabila tidak memberikan nafkah materi, upaya lain yang dapat dilakukan para warga 
binaan adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memohon ampunan, banyak 
sekali warga binaan yang memiliki hidup yang jauh dari dugaan, khatam Qur’an bagi 
mereka yang belum mengenal huruf hijayah sama sekali, sholat lima waktu tanpa 
tertinggal dari mereka yang tak pernah sholat, penguatan mental bahwa masih ada pintu 
taubat dari Sang Maha Pemaaf.  
  
 Segala upaya semata-mata dilakukan para warga binaan untuk tetap menjadi 
imam hidup bagi sang istri yang lebih baik lagi, menjaga keutuhan rumah tangga 
dengan segala keterbatasan ruang dan waktu.  Dan terakhir upaya yang dilakukan suami 
selaku narapidana adalah mengikuti dan tertib dalam administrasi, peraturan yang 
berlaku dalam Rumah Tahanan (RUTAN) Klas I Suarakarta. Hal ini dapat menjadikan 
narapidana berperikelakuan baik dimata hukum, aparat penegak serta sipir Rumah 
Tahanan sehingga mereka yang menjalani masa tahanan dapat  menerima keringanan 
atau remisi selama masa tahananan. Remisi inilah yang diupayakan agar para 
narapidana tidak menikmati hidup yang panjang selama di Hotel Prodeo, keinginanan 
untuk cepat berkumpul dengan istri, anak dan kerabatnya adalah motivasi terbesar untuk 
membuat narapidana memiliki semangat untuk memperbaiki diri, sehingga nantinya 
perilaku mereka menjadi lebih baik serta tidak mengulangi perbuatan yang serupa 
ketika sudah bebas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian melalui kajian, analisa dan pemaparan pembahasan  
tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami selaku terpidana Rumah Tahanan 
(RUTAN) Klas I Surakarta, penulis dapat menyimpulkan; 
1. Hak narapidana adalah segala seusatu yang harus didapatkan oleh narapidana 
selaku seorang suami selama menjalani masa tahanan. Diantara haknya adalah 
sebagi berikut: 
d) Setiap warga binaan pemasyarakatan berhak untuk dijenguk oleh pihak 
keluarga pada jadwal yang sudah ditentukan oleh Rumah Tahanan. 
Jadwal untuk warga binaan dengan jenis kasus khusus yaitu narkoba dan 
narkotika  pada hari rabu dan sabtu. Sedangkan warga binaan dengan 
jenis kasus umum dapat dijenguk pada hari senin, selasa, kamis dan 
jumat. Keluarga yang menjenguk berhak membawa makanan, minuman, 
bekal serta uang saku untuk warga binaan. 
e) Setiap warga binaan permasyarakatan berhak untuk menghubungi 
keluarga dengan waktu yang sudah ditentukan oleh petugas. Warga 
binaan mendapat fasilitas wartel (warung telepon) dengan biaya yang 
sudah ditentukan. 
f) Setiap warga binaan berhak untuk mendapatkan pelatihan skill dan juga 
pembinaan rohani yang mana di bina secara intensif oleh Kasubsi 
Bantuan Hukum dan HAM Rutan Klas I Surakarta. Adapun pelatihan 
skill yang berada di Binaan Kerja atau sering disebut dengan BINKER. 
2. Kewajiban Suami Selaku Terpidana di Rumah Tahanan Klas I Surakarta 
  Ketika seorang suami dipenjara maka dia telah kehilangan 
kemerdekaannya untuk bebas melakukan aktivitas kesehariannya. Segala 
aktivitasnya akan dibatasi hanya dalam ruang lingkup rumah tahanan saja. 
Begitupula dengan pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang suami  yang 
tidak bisa dijalankan dengan maksimal serta penerimaan hak yang seharusnya 
di terima secara langsung dalam satu aktivitas. Beberapa cara dilakukan oleh 
suami  untuk memenuhi tugasnya sebagai kepala keluarga meskipun berstatus 
warga binaan Rumah Tahanan Klas I Surakarta: 
d) Setiap warga binaan wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku 
didalam Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Rumah Tahanan Klas I 
Surakarta, dengan bersikap kooperatif terhadap peraturan yang ada 
maka warga binaan akan memperoleh remisi masa tahanan yang ada 
serta mempercepat bertemu dengan istri,anak dan kerabat. 
e) Waraga binaan yang sudah termasuk bagian dari Binker, Takmir 
masjid, Tamping wajib mengikuti seluruh agenda pelatihan skill yang 
ada. Dengan mengikuti seluruh agenda yang ada warga binaan mampu 
memperoleh premi yang ada dan dapat di gunakan untuk kebutuhan 
sendiri atau nafkah bagi istri, anak dan kerabatnya. 
f) Setiap warga binaan yang ada wajib menemui pembesuk yang ada. 
Baik itu istri, anak serta kerabatnya dengan ini warga binaan mampu 
melakukan kewajibanya sebagi suami dalam memberikan 
perlindungan, pendidikan agama, nafkah batin berupa kasih sayang 
terhadap istri, anak dan kerabatnya. 
3. Faktor penyebab pemenuhan hak dan kewajiban suami terjadi kendala dalam 
prosesnya yaitu berupa fasilitas yang diberikan oleh Rumah Tahanan untuk 
berkomunikasi sangat bergantung dengan keadaan ekonomi para narapidana 
tersebut. Hal ini dikarenakan para narapidana tidak seterusnya mempunyai biaya  
menggunakan fasilitas wartel yang tersedia untuk berkomunikasi dengan 
keluarga dalam upaya memelihara keutuhan rumah tangga mereka. Faktor 
waktupun tak luput dari kendala yang harus segera dituntaskan oleh narapidana. 
Kendala kejiwaan dan tekanan dari rekan sesama warga binaan atau beberapa 
faktor exsternal lainnya.  
Adapun kendala lainnya timbul dari masalah internal keluarga, seperti tidak 
berkomunikasi sama sekali tanpa alasan yang jelas dan menjadikan narapidana 
tidak pernah dikunjungi baik oleh istri, anak maupun kerabatnya.  
4. Upaya dalam mengatasi kendala bagi seorang suami terpidana adalah berkerja 
guna menambah biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mengikuti 
kesempatan di Bimbingan Kerja (BINKER), melakukan transaksi jual beli 
rokok, menjadi anggota dari Tahanan Pendamping (TANPING) ataupun takmir 
masjid. Selain itu adanya kebijakan dan program yang diadakan oleh RUTAN 
mengenai waktu kunjungan dan berkomunikasi, maka narapidana dapat 
mengintensifkan waktu kunjungan tersebut sehingga memiliki kesempatan untuk 
menjalin hubungan dengan suami, anak dan kerabat lainnya. Tak luput 
berperilakuan baik dapat meringankan dari pada masa tahanan narapidana. Hal 
ini upaya untuk memangkas waktu yang lama didalam bui, memilah teman saat 
menjadi warga binaan adalah motivasi untuk tidak melakukan perbuatan yang 
serupa ketika telah bebas. 
 
 
 
 
B. Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan beberapa saran 
berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami sebagai narapidana 
dengan tinjauan Kompilasi Hukum Islam; 
1. Kepada Kementerian Hukum dan HAM, terkhusus Kantor wilayah Jawa 
Tengah dalam membentuk peraturan yang berkaitan dengan hubungan antara 
narapidana dengan suami atau istri yang sah, seperti menambahkan fasilitas 
untuk berkomunikasi dengan keluarga diluar tanpa harus membayar uang 
tagihan. Terjalinnya suatu hubungan komunikasi merupakan sesuatu usaha yang 
dapat mempertahankan keutuhan dalam keluarga kerena dengan adanya sarana 
komunikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas keharmonisan 
diantara pasangan suami istri yang tidak tinggal satu atap.   
2. Bagi keluarga narapidana, diharapkan untuk tetap menjalin hubungan yang baik 
dengan pihak yang dipidana, dengan adanya hubungan yang baik tersebut maka 
dapat menjadi bentuk perhatian terhadap narapidana, sehingga mereka memiliki 
semangat untuk memperbaiki diri di dalam lembaga pemasyarakatan dan tidak 
mengulangi perbuatan yang sama.   
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